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ABSTRAK 

PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KECELAKAAN 
LALU LINTAS PADA WILAYAH HUKUM POLRES SIDIMPUAN 

Nama  :  Ida Sari Siregar 
NPM  : 231803015 
Program Studi : Magister Ilmu Hukum 
Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D 
Pembimbing II : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn 

Kota Padangsidimpuan sebagai salah satu kota yang berkembang di Provinsi 
Sumataera Utara telah menyebabkan padatnya arus lalu lintas yang berdampak pada 
meningkatnya kecelakaan lalu lintas. Di tahun 2021, kecelakaan lalu lintas 
sebanyak 31 kasus, dan menurut di tahun 2022 sebanyak 32 kasus. Hal ini 
menjadikan penanganan kecelakaan lalu lintas harus lebih intensif oleh aparat 
kepolisian. Terhadap penanganan kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan dengan 
penerapan restorative justice apabila memenuhi syarat formil dan materil.  
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu 
lintas di Kota Padangsidimpuan,  meneliti tentang upaya penal dan non penal 
penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyababkan kematian dan 
luka-luka di Kota Padangsidimpuan dan meneliti tentang penerapan restorative 
justice terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data 
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang 
didapat dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang 
digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-
undangan. Hasil penelitian nya adalah Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi  4 faktor 
utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yakni faktor manusia, faktor 
kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan. Upaya penal penanganan tindak 
pidana pelanggaran lalu lintas yang menyababkan kematian dan luka-luka di Kota 
Padangsidimpuan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan kejahatan lalu 
lintas. Sedangkan upaya non penal yang dilakukan oleh Polres Padangsidimpuan 
yakni dengan upaya preventif berupa Melakukan Sosialisasi Bahaya Pelanggaran 
Lalu lintas, menertibkan rambu-rambu, melakukan operasi atau razia lalu lintas dan 
melakukan kordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan untuk 
ketertiban rambu-rambu lalu lintas.  
Kata Kunci : Restorative justice; Polres Padangsidimpuan; Kecelakaan Lalu 
Lintas 
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ABSTRACT 
IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE TOWARDS TRAFFIC 

ACCIDENTS IN THE JURISDICTION OF THE SIDIMPUAN POLICE 

Nama  :  Ida Sari Siregar 
NPM  : 231803015 
Program Studi : Magister Ilmu Hukum 
Supervisor I  : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D 
Supervisor II : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn 

 
Padangsidimpuan City as one of the developing cities in North Sumatra 

Province has caused dense traffic flow which has an impact on increasing traffic 
accidents. In 2021, there were 31 traffic accidents, and according to 2022 there 
were 32 cases. This makes the handling of traffic accidents have to be more 
intensive by the police. The handling of traffic accidents can be resolved by 
implementing restorative justice if it meets formal and material requirements. This 
study aims to examine the factors causing traffic accidents in Padangsidimpuan 
City, to examine penal and non-penal efforts to handle criminal acts of traffic 
violations that cause death and injury in Padangsidimpuan City and to examine the 
application of restorative justice to traffic accidents in the jurisdiction of the 
Padangsidimpuan Police. The research method used is normative juridical with 
secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal 
materials. Data obtained using literature study techniques and field studies. The 
data analysis used is qualitative with a conceptual and legislative approach. The 
results of the study are that traffic accidents are influenced by 4 main factors that 
cause accidents, namely human factors, vehicle factors, road factors and 
environmental factors. Penal efforts to handle criminal acts of traffic violations that 
cause death and injury in Padangsidimpuan City by conducting investigations and 
investigations of traffic crimes. While non-penal efforts carried out by the 
Padangsidimpuan Police are preventive efforts in the form of Conducting 
Socialization of the Dangers of Traffic Violations, regulating signs, conducting 
traffic operations or raids and coordinating with the Padangsidimpuan City 
Transportation Agency for orderly traffic signs. 
Keywords: Restorative justice; Padangsidimpuan Police; Traffic Accidents 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam 

mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya 

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem 

transportasi nasional, Lalu Lintas dan  Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi 

dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas 

dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta 

akuntabilitas penyelenggaraan negara.  

Dalam perencanaan, perancangan, dan penetapan berbagai kebijakan 

transportasi, pergerakan arus lalu lintas memegang peranan yang cukup vital. 

Kemampuan untuk menampung arus lalu lintas sangat bergantung pada keadaan 

fisik dari suatu jalan, baik kualitas maupun kuantitasnya, serta karakteristik 

operasional lalu lintasnya. Pergerakan arus lalu lintas menjelaskan mengenai 

kualitas dan kuantitas dari arus lalu lintas sehingga dapat diterapkan kebijakan atau 

pemilihan sistem yang paling tepat untuk menampung lalu lintas yang ada. Untuk 

mempermudah pergerakan lalu lintas digunakan lima pilar untuk memberikan 

perlindungan akan keselamatan dalam arus lalu lintas1. Suatu peningkatan dalam

 
1 Lendrie Adi P. Rembet,” Efektivitas Penegakan Hukum Pidana  Dalam Penanganan 

Pelanggaran Lalu Lintas”, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) 
Vol.2, No.2, Juli 2023, hlm. 180 
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 volume lalu lintas akan menyebabkan berubahnya perilaku lalu lintas. Lalu lintas 

dapat dijadikan parameter kemajuan dari suatu daerah. Lancar dan teraturnya lalu 

lintas juga dapat menunjukkan bahwa disiplin berlalu lintas dari penduduknya juga 

baik. 

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1 ayat 3 

UUD 1945. Hal tersebut berarti semua kegiatan masyarat dan pemerintahan diatur 

oleh hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Setiap faktor kehidupan 

diatur oleh hukum, tanpa terkecuali dalam bidang transportasi berkendaraan yang 

juga memiliki aturan dalam penerapannya. Aturan mengenai lalu lintas diatur di 

dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan 

jalan.  

Berbicara tentang lalu lintas maka tidak dapat dilepaskan dengan adanya 

kendaraan bermotor. Dari kendaraan bermotor itulah kita seperti dimanjakan 

olehnya. Baik dari segi praktis maupun segi ekonomis. Dengan adanya kendaraan 

bermotor segala sesuatu dapat kita tempuh dengan cepat dan mudah. Misalnya kita 

akan bepergian jauh kita dapat menggunakan kendaraan bermotor dan jarak yang 

jauh itu kita dapat tempuh dengan cepat. Siapapun pasti akan sangat malas ketika 

seseorang harus pergi jauh tanpa menggunakan kendaraan bermotor. Bisa kita 

bayangkan jika tanpa adanya kendaraan bermotor ? Dari sinilah kita mengerti 

bahwa kendaraan bermotor memiliki peran yang vital dalam sendi-sendi kehidupan 

sehari-hari. Kendaraan bermotor juga merupakan salah satu poros dalam 

pemerintahan. Suatu roda pemerintahan agar berjalan lancar apabila sarana lalu 

lintas berjalan dengan baik. Dengan semakin meningkatnya peranan lalu lintas 
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terutama yang menggunakan kendaraan bermotor, diperlukan peraturan yang 

efisien untuk mengaturnya guna mencegah timbulnya suatu pelanggaran lalu lintas. 

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidak 

sesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini yang dimaksud adalah 

Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh negara yang berlaku secara sah, 

sedangkan masyarakat menjadi pelaksananya. Dalam mengikuti aturan yang tertera 

dalam pasal – pasal jika tidak sesuai dengan pasal – pasal tersebut, maka disebut 

pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja 

karena bersumber dari suatu pelanggaran tersebut akan timbul kecelakaan lalu 

lintas, meski juga masih ada faktor lain yang menyebabkannya.  

Dalam rangka menanggulangi pelanggaran lalu lintas maka dirumuskan suatu 

peraturan perundang - undangan. Peraturan yang dimaksud adalah Undang – 

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di 

dalamnya berisi pengaturan dan penerapan sanksi bagi suatu pelanggar. Hal ini 

dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak terlalu 

membebani masyarakat. 

Masalah  sikap  berlalu  lintas  sudah merupakan  suatu  fenomena  yang  

umum  terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang  sedang berkembang. 

Persoalan  ini  sering  dikaitkan  dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk  kota  

yang mengakibatkan  semakin meningkatnya  aktivitas dan kepadatan di  jalan  raya. 

Lalu  lintas kendaraan  yang  beraneka  ragam  dan  pertambahan  jumlah  kendaraan  

yang  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  pertambahan  prasarana  jalan  yang  

mengakibatkan  berbagai  masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu 

lintas.   
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 Menurut data Global Status Report on Road Safety yang dikeluarkan oleh 

WHO, Indonesia berada di urutan pertama dalam peningkatan kecelakaan. Data 

dari Satlantas pada tahun 2015, kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 

anak kecil berjumlah 290 kasus naik 14 persen. Korban meninggal 12 orang (turun 

15 persen), luka berat 96 orang (naik 71 persen), dan luka ringan 107 orang (naik 

49 persen). Artinya hampir setiap hari terjadi kasus kecelakaan yang melibatkan 

anak kecil2 

Dalam menghadapi dinamika pertumbuhan transportasi, keselamatan 

menjadi tantangan utama bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah selalu 

menjaga agar pola mobilitas rakyat tetap dinamis. Dengan lalu lintas yang semakin 

padat, infrastruktur yang terus berkembang, berbagai moda transportasi yang 

beroperasi, pemerintah dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk 

meningkatkan dan menjaga tingkat keselamatan dalam setiap perjalanan. 

Berdasarkan informasi dari media online, “Indonesia.go.id” menghimpun 

sejumlah data dan laporan moda pergerakan rakyat baik melalui transportasi darat, 

laut maupun udara. Data-data tersebut diambil dari sejumlah institusi transportasi 

nasional seperti Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Kepolisian 

Republik Indonesia (Polri) dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). 

Lembaga transportasi tersebut pada umumnya mencatatkan angka kecelakaan yang 

semakin meningkat sepanjang 20233 

 
2 Eko Mauluana Syaputra, Tayong Siti Nurbaeti, “ Implementasi Keselamatan Berkendara 

Pada Anak (Safety Riding For Kids) Terhadap Pengetahuan Keselamatan Berlalu Lintas Pada Siswa 
TK di Kabupaten Indramayu”, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 4, No. 2, Agustus, 2019, hlm. 
64 

 
3 https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7879/angka-kematian-kecelakaan-transportasi-

turun-sepanjang-2023?lang=1, diakses tanggal 3 Mei 2024, Pukul.20.00 WIB, di padangsidempuan. 
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Di dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  

dan  Angkutan  jalan,  diatur  segala  ketentuan  mengenai  pengemudi.  Pasal  1  

angka  23  undang-undang  ini  menentukan  bahwa  pengemudi  adalah  “orang  

yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  raya  yang  telah  memiliki  

surat  izin  mengemudi”.  Adapun  mengenai  persyaratan  pengemudi,  diatur  dalam  

Bab  VIII, yaitu Pasal 7, pada pasal 80 bab yang sama  juga mengatur mengenai 

penggolongan  surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM 

B II, SIM C, dan SIM D.   

Melihat  permasalahan  lalu  lintas  yang  kerap  kali menimbulkan  banyaknya  

problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran  

yang  dapat  ditemui  dalam  kehidupan  sehari-hari, mulai  dari  pelanggaran  

rambu- rambu  lalu  lintas  sampai  dengan  aturan  yang  ada,  sehingga  dapat  

menganggu  ketertiban  dalam  masyarakat,  khususnya  terkait  masalah  

penggunaan  alat  transportasi. Pelanggaran lalu lintass yang disebabkan karena 

faktor pengemudi, tetapi terdapat faktor diluar pengemudi diantaranya keadaan 

kendaraan yang tidak sesuai standar, kondisi jalan yang rusak, kerusakan 

kendaaraan dijalan (pecah ban, rem blong).4 Berdasarkan keadaan tersebut, maka 

pada dasarnya prinsip tata kelola lalu lintas mencakup dua aspek utama yakni Tata 

kelola pemakai lalu lintas dan Tata kelola fasilitas dan sarana lalu lintas. Untuk itu, 

dua aspek tersebut harus terpenuhi agar mencegah terjadinya kecelakan lalu lintas.  

Pelaku  pelanggaran  lalu lintas  mulai  dari  anak-anak, dewasa,  hingga  

lansia,  berjenis kelamin  laki-laki dan perempuan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  

 
4Efendi1, Yulia, Hamdani, “Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice 

Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas  (Studi 
Penelitian Di Polres Lhokseumawe”, Jurnal Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas 
Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, November 2022, hlm.3 
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perilaku  melanggar  lalu  lintas  tidak  lagi  distereotipe-kan  pada figur  tertentu.  

Setiap  generasi  dapat  melakukan  perilaku  pelanggaran lalu lintas. 

Terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian dan luka-

luka dari korban membuktikan bahwa secara prilaku berkendara masyarakat 

Indonesia masih belum baik. Kecelakaan lalu lintas di daerah selain disebabkan 

perilaku kendara bermotor yang tidak baik juga disebabkan karena kondisi jalan 

yang tidak baik atau kondisi jalan raya yang rusak. Diperlukan penanganan kasus-

kasus lalu lintas terutama terhadap kondisi jalan raya yang memprihatinkan.  

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas 

dan angkutan jalan mengatur bahwa terkait dengan pengawasan prasarana jalan 

adalah uji kelayakan fungsi jalan yang sesuai dengan standar keamanan dan 

keselemataan berlalu lintas. Tetapi dalam kenyataannya, apabila terjadi kecelakaan 

lalu lintas aparat penegak hukum tidak pernah melakukan penyelidikan terhadap 

kelayakan jalan, dan kesalahan mutlak dijatuhkan pada pengendara atau 

pengemudi kendaraan bermotor. Hal ini berdampak pada pihak atau instansi 

pemerintah yang membangun jalan dibawah standar tidak pernah terjerat dengan 

Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan5.  

Tingginya kecelakaan lalu lintas di Indonesia dibuktikan dengan data yang 

disampaikan oleh Kepolisian Republik Indonesia bahwa di tahun 2021 bahwa 

akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 mencapai 25.266 jiwa, dan pada tahun 

2022 menelan korban tewas sebanyak 26.100. Data tersebut belum termasuk korban 

luka berat dan luka ringan. Lalu untuk jenis kendaraan yang terlibat dalam kasus 

 
5 Gledis Yassin,Dian Ekawaty Ismail,Lusiana Margareth Tijow, “Penegakan Hukum 

Kecelakaan Lalu Lintas  Akibat Jalan Rusak”, Gorontalo Law Review, Vol.3, No.1, Oktober 2020, 
hlm.125 
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kecelakaan tersebut yakni sepeda motor sebanyak 73%, dan melibatkan angkutan 

barang sebanyak 12%6 

Pada tahun 2023, berdasarkan data Sat Lantas Polri, disebutkan bahwa terjadi  

1.750 kecelakaan lalu lintas terjadi selama Oktober 2023. Kecelakaan 

mengakibatkan 1.908 orang meninggal. Rata-rata 60 orang meninggal setiap hari 

karena kecelakaan lalu lintas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah 

tersebut menurun bila dibandingkan dengan jumlah kecelakaan dan korban 

meninggal pada September 2023. Data yang diakses dari IRSMS Korlantas Polri 

pada Rabu 1 November 2023 pukul 13.00 WIB menunjukkan tren jumlah 

kecelakaan menurun. Pada September 2023, Korlantas Polri menindak 

12.904 kecelakaan lalu lintas di seluruh provinsi di Indonesia. Sementara jumlah 

kecelakaan yang terjadi pada Oktober 2023 sebanyak 11.750 kejadian. Jumlah 

kecelakaan menurun sebesar 9 persen7. Sedangkan sebanyak 2.263 orang 

meninggal di jalan raya pada September 2023. Lalu Oktober 2023, jumlah korban 

yang meninggal menurun sebesar 16 persen, atau 1.908 orang8 

Aparat  penegak hukum  (polisi  lalu  lintas) berperan  sebagai  pencegah 

(politie  toezicht)  dan  sebagai penindak  (politie  dwang)  dalam fungsi  politik.  

Di  samping  itu polisi  lalu  lintas  juga melakukan fungsi  regeling  (misalnya, 

pengaturan  tentang  kewajiban bagi  kendaraan  bermotor  tertentu untuk 

 
6 https://www.dephub.go.id/post/read/%E2%80%8Btekan-angka-kecelakaan-lalu-lintas,-

kemenhub-ajak-masyarakat-beralih-ke-transportasi-umum-dan-utamakan-keselamatan-berkendara, 
diakses tanggal 2 Mei 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Padangsidimpuan. 

7https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ribuan_orang_meregang_nyawa_di_jalan_raya_p
ada_oktober_2023, diakses tanggal 2 Mei 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Padangsidimpuan 

8 Ibid. 
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melengkapi dengan segitiga pengaman)  dan  fungsi  bestuur khususnya  dalam  hal  

perizinan  atau  begunstiging  (misalnya, mengeluarkan  Surat  Izin  Mengemudi).9 

Tinjauan  utama  dari  peraturan  lalu  lintas adalah untuk  mempertinggi  mutu  

kelancaran  dan  keamanan  dari  semua  lalu  lintas  di  jalan-jalan.  Identifikasi 

masalah-masalah  yang  dihadapi  di  jalan  raya  berkisar  pada  lalu  lintas. Selama  

ini  belum  banyak  disadari  bahwa  pelanggaran  lalu  lintas merupakan  salah  satu  

jenis  tindak  pidana.  Suatu  pelanggaran  dikatakan  termasuk  tindak pidana bila  

pelanggaran  itu  memenuhi semua  unsur  tindak  pidana. Unsur-unsur  tindak  

pidana tersebut  adalah  perbuatan manusia  yang  mampu bertanggung  jawab, 

perbuatan  itu melawan  hukum,  dilakukan dengan  kesalahan,  dan  diancam 

dengan pidana.   

Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas diatur bahwa kecelakaan lalu lintas 

termasuk dalam kategori tindak pidana, tetapi dalam penyelesaiannya seringkali 

melibatkan mekanisme atau tata cara diluar peradilan pidana, termasuk melalui 

lembaga putusan dari aparat penegak hukum, diskusi bersama, pelerauan, dan 

lembaga yang mengedepankan tenggang rasa di masyarakat. Restorative justice 

(keadilan restoratif) menjadi metode pendekatan yang menitikberatkan pada suatu 

hal yang dibutuhkan korban, pelaku, dan partisipasi masyarakat, bukan hanya 

memenuhi ketentuan hukum atau menjatuhkan pidana. Peraturan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur implementasi 

Restorative Justice dalam penuntasan tindak pidana, khususnya kecelakaan lalu 

lintas10. 

 
9 Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi  Hukum  Terhadap  Masalah  –  Masalah  

Sosial,  Bandung : Citra Aditya Bakti,1989,  hlm 58 
10 Eko Syaputra, “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di 

Masa yang Akan Datang”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 12, No.3, 2021, hlm. 34 
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Penyelesaian hukum yang baik dan adil selalu menjadi bagian dari bentuk 

konsekuensi atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi11. Dalam penyelesaian tersebut 

harus dilihat bentuk perlindungan terhadap korban dan pelaku dalam kecelakaan 

yang menyebabkan korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia sehingga 

hak-hak dan kewajiban para pihak tetap terpenuhi dan terlindungi dengan sebaik-

baiknya.  

Salah satu daerah di Indonesia yang saat ini mengalami perkembangan 

disektor transportasi adalah daerah Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. 

Melalui peningkatan sektor transportasi masyarakat di Kota Padangsidimpuan telah 

menyebabkan tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Padangsidimpuan 

meningkat.  

Bertambahnya jumlah penduduk di Kota Padangsidimpuan telah 

menyebabkan kompleksitas kebutuhan akan moda transportasi meningkat. 

Peningkatan ini  justru telah menimbulkan masalah yang berujung pada persoalan 

kecelakaan lalu lintas. Permasalahan transporasi tidak hanya terbatas pada 

prasarana trasnportasi yang ada, namun sudah merambah kepada aspek- aspek 

lainnya, seperti pendapatan rendah, urbanisasi yang cepat, terbatasnya sumber daya, 

khususnya dana, kualitas dan kuantitas data yang berkaitan dengan trasnportasi, 

kualitas sumber daya manusia, disiplin lalu lintas yang rendah dan lemahnya 

perencanaan dan pengendalian lalu lintas, sehingga aspek – aspek tersebut 

memperparah masalah transportasi12 

 
11 Yoga Nugroho, dan Pujiyono, “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: 

Analisis Kepastian dan Penghambat”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1, 
2022, hlm. 50 

12 Raja Fauzi Siregar, Noni Paisah, Afniria Pakpahan,” Analisis Kecelakaan Lalu Lintas 
(black site) Pada Ruas Jalan H.T. Rizal Nurdin Kota Padangsidimpuan”, jurnal Statika Vol.5 No.1, 
April 2022, hlm. 29 
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Salah satu lokasi yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas adalah didaerah 

Jalan Sisingamangaraja di kota Padangsidimpuan yang mena lokasinya di mulai 

dari tugu siborang sampai tapal batas kota Padangsidimpuan yang menghubungkan 

Kota Padangsidimpuan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan. Disekitar jalan 

tersebut terdapat beberapa area perkantoran, rumah sakit, sekolah, terminal, 

perhotelan dan pusat perekonomian masyarakat. Ini menyebabkan daerah tersebut 

sangat ramai yang menyebabkan padatnya lalu lintas sehingga meningkatkan 

volume lalu lintas di jalan tersebut dan memunculkan potensi yang cukup besar 

untuk terjadinya kecelakaan13. Selain daerah tersebut daerah rawan kecelakaan lalu 

lintas yakni Desa Simirik14. Di tahun 2021, kecelakaan lalu lintas sebanyak 31 

kasus, dan menurut di tahun 2022 sebanyak 32 kasus.15 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

kajian terhadap penerapan pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang 

menyebabkan kematian dan luka-luka dilihat dari aspek hukum pidana lalu lintas. 

Adapun yang menjadi judul dari penelitian ini adalah “ Pelaksanaan Restorative 

Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Pada Wilayah Hukum Polres 

Padangsidimpuan”. 

 

 

 

 

 
13 Noni Paisah, “Analisis Kecelakaan Lalu Lintas(Studikasusjalanumum Sisingamangaraja 

Kota Padangsidimpuan)”, Jurnal LPPM UGN Vol. 11 No. 4 Juni 2021  
14 https://pionernews.com/2022/12/berita/sepanjang-2022-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-

padangsidimpuan-menurun/, diakses tanggal 2 Mei 2024, di Kota Padangsidimpuan, Pukul.20.00 
WIB 

15 ibid 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi 

permasalahan penelitian ini adalah: 

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kota 

Padangsidimpuan? 

2. Bagaimana upaya penal dan non penal penanganan tindak pidana 

pelanggaran lalu lintas yang menyababkan kematian dan luka-luka di Kota 

Padangsidimpuan? 

3. Bagaimana penerapan restorative justice terhadap kecelakaan lalu lintas di 

wilayah hukum Polres Padangsidimpuan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu 

lintas di Kota Padangsidimpuan. 

2. Mengetahui dan menganalisis upaya penal dan non penal penanganan tindak 

pidana pelanggaran lalu lintas yang menyababkan kematian dan luka-luka 

di Kota Padangsidimpuan. 

3. Mengetahui dan menganalisis penerapan restorative justice terhadap 

kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap 

Kecelakaan Lalu Lintas Pada Wilayah Hukum Polres Sidimpuan” diharapkan 

dapat bermanfaat secara teoritis terhadap kajian hukum pidana khususnya dalam 
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hukum lalu lintas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara 

teoritis menjadi acuan/dasar bagi peneliti lainnya untuk mengembangkan penelitian 

ilmiah dibidang hukum terkait dengan hukum pidana lalu lintas serta bermanfaat 

bagi para akademisi dan mahasiswa dibidang hukum. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi aparat penegak 

hukum khususnya polisi, jaksa, dan hakim dalam memutus perkara tindak pidana 

lalu lintas. Serta penelitian ini diharapkan secara praktis bermanfaat bagi 

masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas khususnya di Kota 

Padangsidimpuan. 

1.5. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan judul  “Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap 

Kecelakaan Lalu Lintas Pada Wilayah Hukum Polres Sidimpuan setelah 

dilakukan penelusuran purpustakaan di Lingkungan Universitas Medan Area 

ternyata tidak ditemukan judul yang sama, melainkan  terdapat beberapa judul yang 

mengangkat topik terkait dengan narkoba dengan pendekatan dan persamalahan 

yang berbeda. Diantaranya: 

1. Tesis atas nama Anda Talga Setiawan Gultom dengan judul “Penegakan 

Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang 

Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran 

Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman)”, Program Program Magister 

(S-2) Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta, tahun 2012.  Rumusan masalah tesis ini adalah 

Bagaimanakah gagasan model alternatif penyelesaian tindak pidana 
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pelanggaran lalu lintas bisa berjalan dengan ringkas,cepat dan menutup 

celah kesempatan untuk denda damai dengan petugas ? dan Apa saja 

kendala-kendala sehingga penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran 

lalu lintas belum dapat berjalan dengan baik? 

2. Tesis atas nama Muh. Iqram andi saputra, dengan judul 

“Pertanggungjawaban Hukum Terdakwa Tindak Pidana Kecelakaan 

Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian”, Program Studi Magister 

Ilmu Hukum  Program Pascasarjana, Universitas Bosowa, tahun 2021. 

Rumusan masalah tesisi ini adalah apakah unsur kelalalaian dalam perkara 

kecelakaan lalu lintas dalam putusan No 347/pid.sus/2019/PN.Mks telah 

terbukti? dan apakah bpenerapan sanksi pidana dalam putusan 

No347/Pid.Sus/2019/PN.Mks telah sesuai dengan pasal 310 UU No 22 

Tahun 2009 tentang kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan?. 

3. Tesis atas nama Ari Yuswan Triwono, dengan judul “Penegakan Hukum 

Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berbasis 

Elektronik Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Guna 

Menghindari Penyalahgunaan Wewenang Petugas Kepolisian Di 

Polda Jawa Tengah”, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2021. Rumusan 

masalah tesis ini bagaimana proses penegakan hukum pelanggaran lalu 

lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE dalam konsepsi 

sistim hukum? dan bagaimana efektifitas penegakan hukum pelanggaran 

lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE guna 
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menghindari penyalahgunaan wewenang petugas Kepolisian di Polda 

Jawa Tengah? 

 

1.6.Kerangka Teori dan Konsep 

1.6.1. Kerangka Teori 

Teori hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan Theory of Law, sedangkan 

dalam bahasa belanda disebut “Rechtstheorie” mempunyai kedudukan yang sangat 

penting di dalam proses pembelajaran maupun didalam penerapan hukum karena 

dengan adanya teori hukum, dapat membantu dalam kerangka mememcahkan 

berbagai persoalan, dimana didalam hukum normatif tidak diatur.16 Menurut 

Meuwissen, teori hukum adalah berada pada tataran abstraksi yang lebih tinggi 

ketimbang ilmu hukum, ia mewujudkan peralihan ke filsafat hukum. Teori hukum 

merefleksi objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum. Karena itu, teori 

hukum dapat dipandang sebagai suatu jenis filsafat ilmu dari ilmu hukum. Teori 

hukum mempersoalkan, apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus 

dipandang sebagai ilmu empirik yang bersifat deskriptif atau tidak”17 

Menurut Salim dan Erlies Septiana, teori hukum memiliki tugas meliputi:18 

1) Menganalisis dan menerangkan pengertian hukum (pengertian dari 

hukum), dan berbagai pengertian hukum atau konsep yuridik ( konsep 

yang digunakan dalam hukum). Pengertian-pengertian itu, seperti 

hukum subjektif, hukum objektif, hubungan hukum, asas hukum, hak 

milik, kontrak, hukumnan, itikad baik, dan sejenisnya. Pengertian ini 

 
16 H. Salim HS, dan Erlies Setptiana Nurbani, Penerapan teori hukum pada penelitian 

disertasi dan tesis (Buku Kedua), Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 5  
17 Meuwissen dalam Ibid.  
18 Ibid. Hlm. 5-6 
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dijadikan objek penelitian hukum. Pada masa lalu, kajian tentang 

pengertian dikenal sebagai ajaran hukum (rechtsleer). 

2) Mangkaji hubungan antara hukum dan logika 

3) Mengkaji hal-hal yang bertalian dengen metodologi (ajaran metode). 

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan 

Lalu Lintas Pada Wilayah Hukum Polres Sidimpuan” menggunakan teori 

hukum yakni teori hukum sistem hukum dan Teori Hukum Pemidanaan Indonesia 

dalam menganalisis permasalahan. 

1. Teori Sistem Hukum 

Pelnelrapan sistelm hukum di nelgara-nelgara yang ada didunia ini melmiliki 

pelrbeldaan seltiap nelgara. Kata sistelm belrasal dari bahasa Yunani “ systelma” yang 

dapat diartikan selbagai kelselluruhan yang telrdiri atas macam-macam bagian19, 

sistelm hukum melrupakan tatanan atau kelsatuan yang utuh ,yaitu kaidah atau 

pelrnyataan telntang yang selharusnya,selhingga sistelm hukum melrupakan sistelm 

nolrmatif20. Ada dua sistelm hukum belsar di Dunia,yaitu sistelm hukum colmmoln law 

atau Anglol saxo ln dan sistelm hukum Civil law atau Kolntinelntal.  

Sistelm hukum Colmmoln law adalah sistelm hukum yang didasarkan pada 

yurisprudelnsi,yaitu kelputusan hakim telrdahulu yang kelmudian melnjadi dasar 

putusan hakim sellanjutnya. Sistelm Hukum ini ditelrapakan di Irlandia, 

Inggris,Australia, Sellandia Baru, Afrika Sellatan, Kanada dan Amirika 

Selrikat.Belrbelda delngan sitelm hukum Elrolpa Kolntinelntal ,hukum belrdasarkan koldel 

sipil yang telrkoldivikasi.  

 
19 Suyatno, “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam 

Hukum Indonesia”, Jurnal Ius Facti, Vol.2, No.1, Juni 2021, hlm. 198 
20 Teguh Prasyo, Filsafat, Teori,dan Ilmu Hukum ,PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Depok, 

2013, hlm.312.   
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Seliring delngan pelrkelmbangan kelnelgaraan dan pelmelrintahan, ajaran nelgara 

hukum yang kini dianut ollelh nelgara-nelgara di dunia khususnya seltellah pelrang 

dunia keldua adalah nelgara kelsajahtelraan (wellfarel statel).  Melnurut Lelmairel  

selbagaimana dikutip ollelh S.F. Marbun, diselbut belstuuszolg (nelgara belrfungsi 

melnyellelnggarakan kelseljahtelraan umum, melrupakan kolnselpsi nelgara hukum 

moldreln, melnelmpatkan pelranan nelgara pada polsisi yang kuat dan belsar. Tugas dan 

welwelnang selrta tanggung jawab pelmelrintah selmakin belrkelmbang dan belrtambah 

luas baik selcara kuantitatif maupun kualitatif21. Kolnselp nelgara hukum 

kelseljahtelraan, (Lelmairel melnyelbutnya belstuurzolrg)22nelgara sellain tunduk  pada 

hukum yang belrlaku, juga melmiliki tugas  dan tanggung jawab melwujudkan 

kelseljahtelraan rakyatnya. Nelgara tidak selmata-mata selbagai pelnjaga kelamanan atau 

keltelrtiban masyarakat, teltapi belrtanggung jawab untuk melwujudkan keladilan 

solsial, kelseljahtelraan umum guna selbelsar-belsarnya kelmakmuran rakyat. 

Fungsi hukum dalam masyarakat yang sudah maju dapat dilihat dari dua sisi, 

pelrtama dimana kelmajuan masyarakat dalam belrbagai bidang melmbutuhkan aturan 

hukum untuk melngaturnya, selhingga selktolr hukum ikut ditarik ollelh pelrkelmbangan 

masyarakat telrselbut. Sisi keldua, adalah dimana hukum yangbaik dapat 

melngelmbangkan masyarakat atau melngarahkan pelrkelmbangan masyarakat. 

Fungsi hukum dalam masyarakat sangat belranelka ragam, telrgantung kelpada 

belrbagai faktolr dalam masyarakat. Disamping itu, fungsi hukum dalam masyarakat 

bellum maju juga akan belrbelda delngan yang telrdapat dalam masyarakat yang maju. 

Dalam seltiap masyarakat, hukum lelbih belrfungsi untuk melnjamin kelamanan dalam 

 
21 Ibid., Hlm. 30. 
22 SF Marbun, Peradilan Administrasi Dan Upaya Administratif Di Indonesia (Yogyakarta: 

UII Press, 2003), Hlm.153. 
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masyarakat, dan jaminan pelncapaian struktur solsial yang diharapkan ollelh 

masyarakat. Namun delmikian, dalam masyarakat yang sudah maju, hukum melnjadi 

lelbih umum, abstrak dan lelbih belrjarak dari kolntelksnya.23 

Kelbelrhasilan dalam pellaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu 

tellah telrcapai maksudnya. Maksud dari nolrma hukum adalah melngatur kelpelntingan 

manusia. Apabila nolrma hukum itu ditaati dan dilaksanakan ollelh masyarakat 

maupun pelnelgak hukum maka pellaksanaan hukum itu dikatakan elfelktif dalam 

implelmelntasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat dalam mellaksanakan 

aturan hukum telrselbut.  

Belrlakunya Nolrma Dasar tidak belrdasar, tidak belrsumbelr pada, atau tidak 

dibelntuk ollelh nolrma yang lelbih tinggi lagi teltapi belrlakunya diteltapkan telrlelbih 

dahulu ollelh masyarakat selbagai Nolrma Dasar yang melrupakan telmpat belrgantung 

nolrma-nolrma yang belrada dibawahnya, selhingga Nolrma Dasar dikatakan 

prelsuppolseld. Apabila Nolrma Dasar belrubah, maka akan melnjadi rusaklah sistelm 

nolrma yang belrada di jelnjang-jelnjang bawahnya24. Di dalam no lrma hukum 

telrkandung tujuan atau sasaran untuk mellindungi hak-hak dari masyarakat. 

Sasaran yang helndak dicapai hukum, adalah telrciptanya tatanan masyarakat 

yang telrtib, telrciptanya keltelrtiban dan kelselimbangan, selhingga kelpelntingan 

manusia dapat telrlindungi.25 Delngan delmikian, hukum melmbagi hak dan kelwajiban 

antar pelrolrangan didalam masyarakat dan melmbagi welwelnang dan melngatur cara 

 
23 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2014), Hlm. 245. 
24 Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, ‘Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hiearaki 

Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie’, Jurnal Mercatoria 
9, No. 2 (2017): 95. 

25 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1999), 
Hlm.71. 
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melmelcahkan masalah hukum selrta melmellihara kelpastian hukum. Selcara garis 

belsar tujuan hukum untuk melncapai keladilan, kelpastian hukum, dan keltelrtiban bagi 

kelhidupan manusia. Bagi nelgara yang melnganut kolnselp nelgara hukum, maka 

tujuan hukum selbagai titik tolla dan arah dalam pelnelgakan hukum yang 

disellelnggarakan ollelh lelmbaga pelnelgak hukum.26 

Belkelrja atau tidaknya hukum pada selbuah nelgara hukum melmelrlukan sarana 

pelmbelrlakuan, yakni instrumeln hukum, aparatur pelnelgak hukum (pelnelrap hukum), 

sarana atau fasilitas pelndukung melliputi status dan pelranan lelmbaga pelnelrap 

hukum, dan masyarakat. Kelhidupan hukum dalam nelgara hukum dipelngaruhi ollelh 

faktolr struktur, faktolr substansi, dan faktolr kultur hukum, selbagaimana yang 

dikelmukakan ollelh Lawrelncel M Frieldman.  

Melnurut Lawrelncel M, Frieldman melngelmukakan elmpat fungsi sistelm hukum 

: Pelrtama ,selbagai bagian dari sistelm kolntro ll solsial,(solscial colntroll),yang melngatur 

prilaku manusia. Keldua, selbagai sarana untuk melnyellelsaiakan selngkelta(disputel 

selttlelmelt). Keltiga ,sistelm hukum melmilki fungsi selbagai solcial elnginelelring 

functioln. Kelelmpat, hukum selbagai solcial maintelnancel, yaitu fungsi yang 

melnelkankan pelranan hukum pelmellihara “ status quol “ yang tidak melnginginkan 

pelrubahan27. Sellanjutnya melnurut Frieldman ada tiga ellelmeln dari sistelm hukum , 

yaitu lelgal structurel , lelgal subtancel, dan lelgal culturel.4 Struktur hukum 

melnyangkut aparat pelnelgak hukum,subtansi hukum melliputi pelrangkat pelrundang-

undangan,dan budaya hukum melrupakan hukum yang hidup ( living law) yang 

dianut dalam suatu masyarakat28 Polkolk-po lkolk pikiran Lawrelncel Melir Frieldman 

 
26 Sadjijono, Hukum Antara Sollen Dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum Di 

Indonesia) (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2017), Hlm.33-34. 
27 Ibid. hlm. 132 
28 Suyatno, Op.cit. hlm.199 
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dalam bukunya Thel Lelgal Systelm A Solcial Scielncel Pelrspelctivel (Sistelm Hukum 

Dalam Pelrspelktif Ilmu Solsial). Frieldman melmbelrikan delfinisi telntang hukum yaitu 

selpelrangkat aturan atau nolrma-nolrma yang telrtulis atau tidak telrtulis telntang suatu 

kelbelnaran dan kelsalahan, pelrilaku, tugas, tanggung jawab selrta hak29. Frieldman 

belrpelndapat bahwa hukum dianggap selbagai selsuatu yang indelpelndeln atau selbagai 

selsuatu yang telrlelpas dari tata kelhidupan solsial. Pandangan yang delmikian itu 

melnganggap bahwa struktur dan aturan hukum telrselbut belrada dalam tataran 

telolritis, selmelntara tindakan atau pelrilaku belrada dalam tataran kelhidupan30.  

Telolri sistelm hukum (Lelgal Systelm Thelolry) dari Lawrelncel M.Frieldman 

yangpada intinya adalah melnyatakan bahwa suatu sistelm hukum telrdiri dari 3 

(tiga)kolmpolneln yaitu31 : 

1) Substansi Hukum (Lelgal Substancel) 

“Thel substancel is colmpolseld olf substantivel rulels and rulels abolut 

holwinstitutiolns sholuld belhavel”32. (substansi telrsusun dari pelraturan-pelraturan dan 

keltelntuan-keltelntuan melngelnai  institusi-istitusi harus belrpelrilaku/belrtindak). 

Dalam hal ini yang dimaksud selbagai substansi hukum adalah aturan atau nolrma 

hukum. 

2) Struktur Hukum (Lelgal Structurel) 

“Structurel, tol bel surel, is olnel basic and olbviolus ellelmelnt olf thel 

lelgalsystelm……Thel structurel olf a systelm is its skelleltal frelmelwolrk, it is thelellelmelnts 

shapel, thel institutiolnal boldy olf thel systelm.33” (Struktur adalah satu dasar dan 

 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Lawrence M Friedman, The Legal System A Social Science Perspektive (New York: 

Russell Sage Foundation, 1975), Hlm.14. 
32 Friedman, The Legal System A Social Science Perspektive. 
33 Ibid. 
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melrupakan unsur nyata dari sistelm hukum. Struktur dalam selbuah sistelm adalah 

kelrangka pelrmaneln, atau unsur tubuh lelmbaga dalam sistelm hukum). Dalam hal ini 

yang dimaksud delngan struktur hukum adalah institusi pelnelgak hukum selbagai 

salah satu unsur nyata dalam suatu sistelm hukum,telrmasuk juga lelmbaga yang turut 

mellaksanakan aturan-aturan hukum. 

3) Budaya Hukum (Lelgal Culturel) 

“Lelgal culturel relfelrs,theln, tol tholsel parts olf gelnelral culturel, custo lms,olpinioln, 

ways olf doling and thinking, that belnd solcial folrcels tolward olr awayfrolm thel law 

and in particular ways34.”(Budaya hukum melrupakan bagian daribudaya pada 

umumnya, yang dapat belrupa adat istiadat, pandangan, cara belrfikir dan tingkah 

laku yang dapat melmbelntuk suatu kelkuatan solsial yangbelrgelrak melndelkati hukum 

delngan cara-cara telrtelntu). Dalam hal ini yang dimaksud delngan budaya hukum 

adalah pelrilaku-pelrilaku masyarakat dalam melmandang hukum untuk dipatuhi 

selrta ditaati35. 

Delngan keltiga kolmpolneln dalam sistelm hukum telrselbut dapat digunakan 

untuk melngkaji elfelktifitas pelnelrapan suatu sanksi dalam suatu aturan hukum. Kata 

elfelktifbelrdasarkan Kamus Belsar Bahasa Indolnelsia melngandung arti ada elfelknya 

(akibatnya,pelngaruhnya, kelsannya, manjur atau mujarab, dapat melmbawa hasil 

atau belrhasil guna,mulai belrlaku)36.  

 
34 Ibid. 
35 35 Achmad Ali,  Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, 
2009, hlm. 204. 

 
36 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan (Jakarta: 

Sinar Grafika, 1996), Hlm. 59. 
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Delngan delmikian, kelbelrhasilan hukum dalam melwujudkan cita-citanya 

(relchtsidelel) sangat ditelntukan dari 3 faktolr telrselbut, dimana elfelktifitas olpelrasiolnal 

dari struktur atau lelmbaga hukum, substansi hukum, dan kultur huum juga 

dipelngaruhi dan ditelntukan karaktelristiknya. Selbagaimana yang dikatakan ollelh 

Richard M Stelelrs bahwa faktolr-faktolr pelnyumbang elfelktifitas olrganisasi salah 

satunya adalah karaktelristik olrganisasi yang melliputi struktur dan telknollolgi.37 

b. Teori Pemidanaan 

Melnurut Prolf. Van Hammell, melngartikan pidana (straf) melnurut hukum 

polsitif selbagai suatu pelndelritaan yang belrsifat khusus. Pelndelritaan telrselbut 

melnurut Van Hammell dijatuhkan ollelh kelkuasaan yang belrwelnang untuk 

melnjatuhkan pidana atas nama Nelgara selbagai pelnanggung jawab keltelrtiban hukm 

umum bagi selo lrang pellanggar. Pelndelritaan itu dikelnakan selmata-mata karelna 

olrang telrselbut tellah mellanggar suatu pelraturan hukum yang harus ditelgakkan ollelh 

Nelgara. 38 

Selmelntelra itu, Prolf. Simoln, melngartikan pidana (straf) selbagai suatu 

pelndelritaan yang ditimpakan kelpada selselolrang. Pelndelritaan telrselbut o llelh undang-

undang dikaitkan delngan tellah telrjadinya pellanggaran telrhadap suatu nolrma, yang 

delngan suatu putusan hakim tellah dijatuhkan bagi selselolrang yang belrsalah.39 

Melnurut keldua ahli hukum Bellanda telrselbut, pada hakikatnya pidana adalah 

suatu pelndelritaan. Namun harus dipahami bahwa suatu pelndelritaan bukanlah 

selmata-mata tujuan, mellainkan hanyalah selmata-mata selbagai alat yang digunakan 

 
37 Sadjijono, Hukum Antara Sollen Dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum Di 

Indonesia). 
38 Lamintang, Op.cit. hlmaman. 34. 
39Ibid. hlmaman. 35. 
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ollelh Nelgara untuk melngingatkan olrang untuk tidak mellakukan keljahatan dalam 

masyarakat. 

Di Indolnelsia, ahli hukum pidana juga melmiliki pandangan yang sama dalam 

melmahami dan melmbelrikan batasan melngelnai kolnselp pidana. Melnurut Prolf. 

Sudartol, selcara tradisiolnal pidana dapat didelfinisikan selbagai nelstapa yang 

dikelnakan ollelh Nelgara kelpada selselolrang yang mellakukan pellanggaran telrhadap 

keltelntuan undang-undang, selngaja agar dirasakan selbagai nelstapa.40 

Melnurut Prolf. Rolelslan Salelh, pidana melrupakan relaksi atas dellik, dan ini 

belrwujud suatu nelstapa yang delngan selngaja ditimpakan Nelgara pada pelmbuat 

dellik itu.41 Dalam melmbelrikan pelmahaman telrhadap kolnselp pidana, maka seltellah 

melngelmukakan belrbagai delfinisi, akhirnya Prolf. Muladi sampai pada selbuah 

kelsimpulan bahwa unsur-unsur atau ciri-ciri yang telrkandung dalam pidana, yakni: 

1) Pidana itu pada hakikatnya melrupakan suatu pelngelnaan pelndelritaan atau 

nelstapa atau akibat-akibat lain yang tidak melnyelnangkan; 

2) Pidana itu dibelrikan delngan selngaja ollelh olrang atau badan yang melmpunyai 

kelkuasaan (ollelh yang belrwelnang); 

3) Pidana itu dikelnakan kelpada selselolrang yang tellah mellakukan tindak pidana 

melnurut undang-undang. 

Telrdapat kelsamaan pelndapat dalam melmahami pelngelrtian pidana, dimana 

salah satu karaktelristiknya adalah adanya pelngelnaan nelstapa atau pelndelritaan 

delngan selngaja. Ciri ini elrat kaitannya delngan sifat hukum pidana yang delngan 

selngaja melngelnakan pelndelritaan dalam melmpelrtahankan nolrma-nolrma yang 

diakui dalam hukum. Pelmbelrian nelstapa atau pelndelritaan yang selngaja dikelnakan 

 
40 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung; Alumni, 1986, hlmaman. 109-110. 
41 Roelan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: Bina Akasara, 1987, hlmaman. 5. 
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kelpada selolrang pellaku yang mellanggar keltelntuan-keltelntuan hukum pidana adalah 

dimaksudkan untuk melnimbulkan elfelk pelnjelraan, selhingga olrang tidak mellakukan 

tindak pidana dan pellaku tidak lagi melngulangi mellakukan keljahatan. 

Pada dasarnya, keljahatan adalah selbuah kelsalahan, biasanya kelsalahan molral, 

yang belrtelntangan delngan masyarakat selcara kelselluruhan. Pelnuntutan pidana 

dilakukan untuk melnghukum olrang jahat, baik karelna kita ingin melncelgah 

keljahatan di masa delpan atau hanya karelna kita pelrcaya olrang jahat pantas untuk 

dihukum. 

Istilah hukuman selring digunakan selbagai telrjelmahan dari pelrkataan straf 

dalam bahasa bellanda. Untuk melnyelbutkan jelnis-jelnis sanksi dalam hukum pidana, 

pelmakaian istilah hukuman celndelrung diikuti ollelh kalangan praktelk dan masyarkat 

awam, selhingga selring didelngar istilah hukuman mati, hukuman pelnjara. Melnurut 

Prolf. Mulyatnol, istilah hukuman yang belrasal dari kata straf dan istilah dihukum, 

yan belrasal dari pelrkataan wolrdt gelstraf adalah istilah-istilah yang kolnvelnsiolnal.42 

Belliau tidak seltuju delngan istilah telrselbut, dan melnggunakan pidana untuk 

melntelrjelmahkan isitlah straf, dan istilah diancam delngan pidana untuk 

melnggantikan istilah wolrdt gelstraf. Melnurutnya kata straf itu ditelrjelmahkan 

delngan hukuman, maka strafrelcht selharusnya diartikan selbagai “hukum hukuman”. 

Lelbih lanjut belliau melnjellaskan bahwa “dihukum”, belrarti “ditelrapi hukum”, baik 

hukum pidana maupun hukum pelrdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari 

pelnelrapan hukum tadi yang maknanya lelbih luas daripada pidana, selbab melncakup 

juga kelputusan hakim dalam lapangan hukum pelrdata. 

 
42 Mulyatno, pidana dan pemidanaan, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori-teori 

dan kebijakan pidana, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 1 
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Belrangkat dari dua olrang pelndapat ahli hukum diatas maka dapat dipahami, 

bahwa istilah hukuman melngandung pelngelrtian umum selbagai sanksi yang delngan 

selngaja ditimpakan kelpada selselolrang yang tellah mellakukan pellanggaran hukum, 

baik hukum pidana maupun hukum pelrdata. Seldangkan istilah pidana melrupakan 

suatu pelngelrtian yang khusus yang belrkaitan delngan hukum pidana. Artinya dalam 

hal telrjadi pellanggaran telrhadap keltelntuan-keltelntuan hukum pidana, maka kelpada 

pellaku dapat dikelnakan sanksi yang belrupa pidana. Jadi untuk melnyelbut hukuman 

dalam lapangan hukum pidana, maka selbaiknya dan lelbih telpat delngan istilah 

pidana daripada hukuman, selpelrti pidana mati, pidana pelnjara, pidana delnda. 

Delmikian pula delngan pelnyelbutan sanksi dalam pelrkara pidana lelbih telpat diselbut 

delngan pelmidanaan daripada hukuman. 

Melnurut  Van Hammell, melngartikan pidana (straf) melnurut hukum polsitif 

selbagai suatu pelndelritaan yang belrsifat khusus. Pelndelritaan telrselbut melnurut Van 

Hammell dijatuhkan ollelh kelkuasaan yang belrwelnang untuk melnjatuhkan pidana 

atas nama Nelgara selbagai pelnanggung jawab keltelrtiban hukm umum bagi selolrang 

pellanggar. Pelndelritaan itu dikelnakan selmata-mata karelna olrang telrselbut tellah 

mellanggar suatu pelraturan hukum yang harus ditelgakkan ollelh Nelgara. 43 

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP diselbutkan bahwa ”tiada suatu pelrbuatan dapat 

dipidana kelcuali atas kelkuatan aturan pidana dalam pelrundang-undangan yang 

tellah ada selbellum pelrbuatan dilakukan”. Belrdasarkan hal telrselbut diatas maka 

selselolrang dapat dihukum jika melmelnuhi syarat-syarat :44 

1) Ada suatu no lrma pidana telrtelntu; 

 
43 P.A.F.Lamintang,Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1997, hlm. 34. 
44 Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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2) Nolrma pidana telrselbut belrdasarkan undang-undang; 

3) Nolrma pidana telrselbut harus tellah belrlaku selbellum pelrbuatan itu telrjadi. 

Jadi syarat utamanya adalah harus ada aturan yang mellarang dan melngancam 

delngan pidana bagi yang mellanggar aturan telrselbut. Usaha pelnanggulangan 

keljahatan delngan hukum pidana pada hakikatnya melrupakan bagian dari usaha 

pelnelgakan hukum (khususnya pelnelgakan hukum pidana). Ollelh karelna itu, selring 

pula dikatakan bahwa pollitik atau kelbijakan hukum pidana melrupakan bagian dari 

kelbijakan pelnelgakan hukum (law elnfolrcelmelnt pollicy).45 Di samping itu, usaha 

pelnanggulangan keljahatan lelwat pelmbuatan undang-undang (hukum) pidana pada 

hakikatnya juga melrupakan bagian intelgral dari usaha pelrlindungan masyarakat 

(solcial wellfarel). Ollelh karelna itu, sangat wajar apabila kelbijakan atau pollitik hukum 

pidana juga melrupakan bagian intelgral dari kelbijakan atau pollitik solsial (solcial 

pollicy). Kelbijakan solsial dapat diartikan selbagai selgala usaha yang rasiolnal untuk 

melncapai kelseljahtelraan masyarakat dan selkaligus melncakup pelrlindungan 

masyarakat. Delngan pelnggunaan sarana pelnal dalam melnanggulangi keljahatan 

belrarti upaya melwujudkan suatu hukum pidana yang dapat ditelrapkan dalam 

masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan melnjadi kelbijakan pelrundang-

undangan yang baik, maka ia harus melmelnuhi syarat yuridis, so lsiollolgis dan 

filolsolfis. 

KUHP (WvS) selbagai Ius Colnstitutum yang melmuat prinsip-prinsip umum ( 

gelnelral principlel) hukum pidana, dan pelmidanaan tidak selcara elksplisit 

melncantumkan keldua asas telrselbut. Hal ini dipelrtelgas ollelh Sudartol, yang 

melnyatakan bahwa KUHP tidak melmuat peldolman yang dibuat ollelh pelmbelntuk 

 
45 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2008, 

hlm. 24. 
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undang-undang yang melmuat asas-asas yang pelrlu dipelrhatikan ollelh hakim, dalam 

melnjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pelmbelrian pidana 

(straftolelmeltingrsrelgells)46. 

Belrkaitan delngan tujuan pelmidanaan  telrdapat  belbelrapa  telolri  yang  dianut  

ollelh  para pakar,  yang  dasar  pimikirannya  belrkisar  pada  pelrsolalan-pelrsolalan  

melngapa  suatu keljahatan  dikelnakan suatu pidana. Telolri-telolri  hukum  pidana  ini  

ada  hubungan elrat delngan subjelktif strafrelcht  selbagai  hak  atau welwelnang  untuk 

melnelntukan atau melnjatuhkan pidana telrhadap pelngelrtian (olbjelctielf  strafrelcht) 

pelraturan  hukum polsitif  yang  melrupakan  hukum  pidana.  Untuk  itu  

dikelmukakan telo lri-telolri yang belrkaitan delngan tujuan pelmidanaan selbagai belrikut:  

1.  Telolri Absollut  

Melnurut telolri absollut ini, seltiap keljahatan harus diikuti delngan  pidana,  tidak 

bollelh tidak tanpa tawar melnawar. Selselo lrang  melndapat pidana karelna  tellah 

mellakukan keljahatan. Tidak dilihat akibat-akibat  apapun yang mungkin  timbul  

delngan dijatuhkannya pidana.Tidak pelduli apakah mungkin masyarakat akan 

dirugikan. Hanya dilihat kel masa  lampau,  tidak  dilihat  kel masa  delpan. Utang  

pati  nyaur  pati,  utang  lara nyaur lara, yang belrarti si pelmbunuh harus dibunuh, 

si pelnganiaya harus dianiaya. Pelmbalasan  ollelh  banyak  olrang  dikelmukakan  

selbagai  alasan  untuk  melmidana suatu keljahatan, kelpuasan hati yang dikeljar lain 

tidak. 

2.  Telolri Rellatif  

Melnurut  telolri ini suatu  keljahatan  tidak mutlak  harus  diikuti  ollelh  suatu  

pidana, untuk  itu  tidaklah  cukup  delngan  adanya  suatu  keljahatan  mellainkan  

 
46 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana Bandung: Alumni, 1986, hlm.79. 
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harus dipelrsolalkan  pula  dan  manfaatnya  suatu  pidana  bagi  masyarakat  dan  

bagi  si pelnjahat  itu  selndiri. Tidak  saja dilihat pada masa  lampau, mellainkan  juga 

masa delpan.  Maka  harus  ada  tujuan  lelbih  lanjut/jauh  daripada  hanya  

melnjatuhkan pidana  saja. Delngan  delmikian  telolri  ini  dinamakan  juga  delngan  

telolri  “Tujuan”. Tujuan  ini  pelrtama-tama  harus  diarahkan  kelpada  usaha  agar  

di  kelmudian  hari keljahatan yang tellah dilakukan itu tidak telrulang lagi (prelvelnsi). 

3.  Telolri Gabungan  

Apabila ada dua pelndapat  yang belrtelntangan  satu  sama  lainnya  biasanya  

ada suatu pelndapat keltiga yang belrada di telngah-telngah. Disamping telolri absollut 

dan telolri rellatif telntang hukum pidana, kelmudian muncul telolri keltiga dalam hukum 

pidana teltapi dilain pihak melngakui unsur prelvelnsi dan unsur  melmpelrbaiki 

pelnjahat yang mellelkat  pada  tiap  pidana.  Zelveln  Belrgeln  melnganggap  dirinya 

masuk gollolngan keltiga  dan melnunjuk nama-nama Belling, Binding, dan Markell 

selbagai tolkolh dari telolri gabungan ini47. 

Pelrumusan  telntang  telolri  tujuan  pelmidanaan  telrselbut  sangat  belrmanfaat  

untuk melnguji  selbelrapa  jauh  suatu  lelmbaga  pidana  itu  melmpunyai  daya  guna,  

dimana ditelntukan  ollelh  kelmampuan  lelmbaga  pidana  telrselbut  untuk  melmelnuhi  

pellbagai tujuan pelmidanaan tanpa suatu tujuan dalam melnjatuhkan pidana. Di 

bawah ini akan diuraikan  tujuan  pelmidanaan  selcara  singkat  melngingat  hal-hal  

telrselbut  harus dipelrhitungkan dalam seltiap pelnjatuhan pidana. 

Melnurut  Sudartol,  pada  umumnya  tujuan  pelmidanaan  dapat  dibeldakan  

selbagai belrikut48: 

 
47 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 

1986), hlm.93. 
48 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Op.cit. hlm.24. 
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1. Pelmbalasan, pelngimbalan/reltribusi  

Pelmbalasan selbagai tujuan pidana/pelmidanaan hal  telrselbut kita  jumpai 

pada apa yang dinamakan telo lri absollut. Melnurut pelnganut faham 

telrselbut, dalam keljahatan itu selndiri telrleltak pelmbelnaran dari  

pelmidanaan, telrlelpas dari manfaat yang helndak dicapai,  ada pelmidanaan 

karelna ada pellanggaran hukum,  ini melrupakan tuntutan keladilan.  

2. Melmpelngaruhi  tingkah  laku  olrang  delmi  pelrlindungan  masyarakat  

atau  untuk pelngayolman.  Pidana  tidak  dikelnakan  delmi  pidana  itu  

selndiri mellainkan  untuk tujuan  yang  belrmanfaat  ialah  untuk  

mellindungi  masyarakat  atau  untuk pelngayolman. 

Stellsell pidana Indolnelsia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP  dalam 

Bab kel- 2 dari Pasal 10 sampai delngan Pasal 43. Stellsell  pidana  dalam  KUHP  

dibeldakan melnjadi 2 (dua) jelnis sanksi, yaitu pidana polkolk  dan pidana tambahan. 

Pidana Polkolk dan pidana tambahan diatur dalam Pasal 10 KUHP selbagai belrikut: 

a.   Pidana Polko lk:  

  1.  pidana mati.  

  2.   pidana pelnjara.  

  3.   kurungan.  

  4.   delnda.  

  5.  pidana tutupan.  

b.   Pidana Tambahan:  

  1.   pelncabutan hak-hak telrtelntu.  

  2.  pelrampasan barang-barang telrtelntu.  

  3.   pelngumuman putusan hakim. 
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Stellsell pidana maksudnya  adalah  susunan  pidana  yang  ada  dalam Pasal  

10 KUHP. stellsell pidana  ini  tellah diselsuaikan delngan Undang-undang Nolmolr 20 

Tahun 1946, tanggal  31  Olktolbelr  1946.    Keltelntuan  pelnjellasan  telrhadap  masing-

masing  stellsell pidana telrselbut dijabarkan dalam pasal-pasal lelbih lanjut dalam 

Buku I Bab II KUHP.  

Belrikut  ini pelnjellasan melngelnai  jelnis  sanksi pidana polkolk yang diatur 

dalam Pasal 10 KUHP: 

a. Pidana mati  

Pidana mati yaitu pidana belrupa pelncabutan nyawa telrhadap telrpidana.   

Pidana mati  hanya  dijatuhkan  bagi  pellaku  keljahatan  belrat  saja.  Pidana 

mati  dalam RKUHP  2012  melnjadi  pidana  yang  istimelwa  (khusus),  

karelna  hanya  dijatuhkan selbagai  upaya  telrakhir  untuk  melngayolmi  

masyarakat.  Selbagai  pidana  khusus  dan upaya  telrakhir, melskipun  

putusan  pelngadilan  tellah melmiliki  kelkuatan  hukum  yang teltap pidana 

mati dapat  ditunda  apabila  sellama masa pelrcolbaan 10  (selpuluh  tahun) 

telrdapat hal-hal: 

1) relaksi masyarakat telrhadap telrpidana tidak telrlalu belsar;  

2) telrpidana melnunjukkan rasa melnyelsal dan ada harapan untuk 

dipelrbaiki;  

3) keldudukan telrpidana dalam pelnyelrtaan tindak pidana tidak 

telrlalu pelnting,   

4) ada alasan yang melringankan. 

b. Pidana Pelnjara  
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Pidana  pelnjara  adalah  suatu  pidana  belrupa  pelmbatasan  belrgelrak  dari  

selselolrang telrpidana,  yang  dilakukan  delngan  melnutup  olrang  telrselbut  

dalam  suatu  lelmbaga pelmasyarakatan,  delngan melwajibkan  olrang  itu  

untuk melnaati  selmua  pelraturan  dan tata-telrtib  yang  belrlaku  dalam  

lelmbaga  pelmasyarakatan  telrselbut,  yang  dikaitkan delngan  suatu  

tindakan  tata  telrtib  bagi  melrelka  yang  tellah  mellanggar  pelraturan 

telrselbut. 

c.  Pidana  Kurungan   

Pidana  kurungan  adalah  pidana  yang  sama  delngan  pidana  pelnjara,  

yaitu  belrupa pelrampasan kelbelbasan atau kelmelrdelkaan  telrhadap  

telrpidana,  teltapi  lelbih ringan sifatnya  dari  pidana pelnjara.  Misalnya:  

pidana  kurungan yang dapat  dijatuhkan maksimal 1(satu) tahun, apabila 

ada pelmbelratan  selkali-kali  tidakk bollelh mellelbihi satu tahun elmpat 

bulan. Seldangkan pidana pelnjara yang dapat dijatuhkan maksimal 15 

(lima  bellas)  tahun,  jika  ada  pelmbelratan  bisa  dipelrbelrat melnjadi  20  

(dua  puluh) tahun, pidana selumur hidup, bahkan pidana mati. 

Apa yang dimaksud pidana kurungan lelbih ringan bolboltnya daripada 

pidana pelnjara? Karelna bagi telrpidana/narapidana  yang  dijatuhi  pidana  

kurungan  melmpunyai  hak melmpelrbaiki    nasibnya  di  Lelmbaga  

Pelmasyarakatan,  yang  dikelnal  delngan  hak Pistollel.  Belrupa apa saja hak 

telrselbut  (Pasal 21 dan 23 KUHP).  

d. Pidana  Delnda  

Pidana  delnda  adalah  pidana  yang  melwajibkan  kelpada  telrpidana  untuk  

melmbayar seljumlah uang kelpada nelgara yang tellah ditelntukan dalam 
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putusan hakim. Pidana  delnda  yang  diatur  dalam  KUHP  ini  sudah  

tidak  selsuia  lagi  delngan pelrkelmbangan  zaman,  walaupun  tellah  

belrkali-kali  diadakan  pelrubahan  telrhadap jumlah  pidana  delnda  yang  

diancamkan.   Melnurut  pelnulis,  selvbellum  telrbelntuknya KUHP  Baru,  

selbaiknya  Pelmelrintah  selgelra  melngelluarkan  Undang-Undang  yang 

melrubah  jumlah  ancaman  pidana  delnda  dalam KUHP  telrselbut,  delngan 

melnco lntolh sistelm  ancaman  pidana  delnda  dalam  Kolnselp  KUHP  

(Sistelm  Katelgolri),  selhingga ancaman delnda dalam KUHP dapat 

difungsikan ollelh hakim.  Tidak selpelrti selkarang ini,  ancaman  pidana  

delnda  selakan-akan  hanya  "hiasan"  huruf  mati,  jarang  selkali 

difungsikan ollelh hakim. Karelna melmang sudah  tidak selsuai atau  tidak 

melmpunyai elfelk  jelra atau elfelk  melnguntungkan  Kas  Nelgara,  karelna  

jumlahnya  yang  telrlalu seldikit. 

e. Pidana Tutupan.  

Pidana  tutupan melrupakan  suatu pidana polkolk yang baru, yang  tellah 

dimasukan kel dalam  KUHP  tanggal 31 Olktolbelr delngan  Undang-

Undang  Nol.  20  Tahun  1946.Pidana tutupan dimaksudkan ollelh 

pelmbelntuk UU untuk melnggantikan pidana pelnjara yang selbelnarnya  

dapat  dijatuhkan  ollelh  hakim  bagi  pellaku  keljahatan  pellakunya  

telrdolro lng  ollelh maksud  yang  patut  diholrmati,  pidana  tutupan  selbagai  

salah  satu  pidana  pelrampasan kelmelrdelkaan lelbih belrat dari pidana 

delnda.   

Delngan delmikian pada hakikatnya pidana adalah melrupakan pelrlindungan 

telrhadap masyarakat dan pelmbalasan telrhadap pelrbuatan mellanggar hukum. 
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Delngan delmikian maka tujuan pelmidanaan adalah untuk melmpelrbaiki kelrusakan 

individual dan solsial yang diakibatkan o llelh tindak pidana. Pelrangkan tujuan 

pelmidanaan telrselbut adalah pelncelgahan umum dan khusus, pelrlindungan 

masyarakat, melmellihara sollidaritas masyarakat, pelngimbalan/pelngimbangan. 

c. Teori Hukum Progresif 

Pelopor teori hukum progresif di Indonesia dipopulerkan dari gagasan 

Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa memprihatinkan, hukum tidak 

saja sebagai rutinitas belaka (business as usual), tetapi juga dipermainkan sebagai 

‘barang dagangan’ (business-like). Akibatnya, hukum terdorong ke jalur lambat dan 

mengalami kemacetan yang cukup serius. Dari sinilah Profesor Satjipto 

menyuarakan perlunya hukum progresif.49 

Menurut Raharjdo, pemikiran hukum perlu kembali pada filisofi dasarnya, 

yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi 

penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan 

sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari 

kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan  oleh kemampuannya untuk 

mengabdi pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif 

menganut ‘ideologi’ : hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. 

Dengan ideoligi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama 

untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum mendapat tempat yang utama 

untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan 

kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati 

dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan 

 
49 Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y Hage, Teori Hukum Strategi Tertib 

Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, Yogyakarta,  Genta Publishing, 2010, Hal. 212. 
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rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan 

akhir penyelenggaraan hukum. 

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum 

progresif , proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada 

kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang  dan waktu yang 

tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan peubahan dengan melakukan 

pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu 

perubahan peraturan (changing the law). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi 

penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk 

rakyat dan para pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi 

secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.50 

Hal ini membuat hukum progresif lebih terkait dengan 

interessenjurizprudenz. Sejalan dengan hukum progresif, aliran 

interessenjurizprudenz ini muncul dari keraguan mengenai kehandalan logika 

hukum untuk menjawab kebutuhan atau kepentingan sosial di masyarakat. Supaya 

hukum dapat dirasakan manfaatnya, diperlukan peran aktif para pelaku hukum yang 

kreatif dalam menerjemahkan hukum tersebut untuk kepentingan sosial yang harus 

mereka layani. Seperti yang disampaikan oleh Prof Tjip bahwa bagi konsep hukum 

progresif, hukum tidak mengabdi bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang 

berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi 

analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek yang cenderung menepis dunia 

diluar dirinya, seperti manusia, masyarakat, kesejahteraannya. Meminjam isitilah 

Nozet-Selznick, hukum progresif memiliki sifar responsif. Dalam tipe yang 

 
50 Ibid, Hal. 213. 
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demikian itu, regulasi hukum akan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan sosial 

yang melampaui narasi tekstual aturan51. 

Menurut Raharjdo, antara hukum progresif dengan aliran legal realism juga 

memiliki kemiripan logika, yaitu dalam hal hukum tidak dilihat dari kacamata 

logika internal hukum itu sendiri. Baik hukum progresif maupun legal realism, 

melihat dan menilai hukum dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-

akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu52. 

Hukum progresif bertolak dari pandangan bahwa hukum harus diingat 

sebagai suatu ilmu, oleh karenanya hukum tidak hanya dianggap selesai setelah 

tersusun sebagai peraturan perundang-undangan dengan kalimat yang telah tertata 

rapi dan sistematis, akan tetapi hukum harus selalu mengalami proses pemaknaan 

sebagai sebuah pendewasaan atau pematangan, sehingga dengan proses itulah 

hukum dapat menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah ilmu, yaitu selalu berproses 

untuk mencari kebenaran.53 Fungsi hukum dan lembaga hukum dalam masyarakat, 

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa: Pengkajian terhadap hukum dari sudut 

studi hukum dan masyarakat, selalu ingin menegaskan fungsi apa yang 

sesungguhnya dijalankan oleh hukum atau Lembaga hukum itu di dalam 

masyarakat. Penegasan mengenai fungsi ini tidak hanya dilihat dari sudut ketentuan 

 
51 Mardona Siregar, “Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia”, 

Jurnal  
 Muhammadiyah Law Review,  Vol. 8 No. 2 (2024), hal. 3 
52 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta, 

Genta Publishing, 2009, Hal. 10. 
53 Ari Wibowo, 2013, Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif, dalam 

Mahrus Ali (Editor), Membumikan Hukum Progresif, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 
hal. 7. 
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hokum yang mengaturnya, melainkan juga dari apa yang ditentukan oleh 

masyarakat sendiri mengenainya54 

Pada prinsipnya bahwa karakteristik dari hukum progressif yang 

menghendaki kehadiran hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan 

sosialnya dengan demikian, maka melalui pendekatan hukum progresif maka 

hukum dapat dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik sesuai dengan 

kondisi masyarakat. Hukum progresif, lebih mengutamakan tujuan dan konteks 

ketimbang teks-teks aturan semata, maka sudah tentu soal diskresi menjadi sanagat 

urgen dalam penyelenggaraan hukum.55 Dalam konteks diskresi, para 

penyelenggara hukum dituntut untuk memilih dengan bijaksana bagaimana ia harus 

bertindak. Otoritas yang ada pada mereka berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai 

sebagai dasar untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan 

tugasnya berdasarkan pendekatan moral daripada ketentuan-ketentuan formal56. 

1.6.2. Kerangka Konsep 

Belbelrapa kolnselp dalam pelnellitian ini diantaranya: 

a. Lalu Lintas Melnurut Pasal 1 Undang-Undang Nolmolr 22 Tahun 2009 

Telntang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melndelfinisikan bahwa lalu 

lintas adalah gelrak kelndaraan dan olrang di ruang lalu lintas jalan. 

b. Kelcellakaan lalu lintas adalah selrangkaian keljadian yang pada akhirnya 

selsaat selbellum telrjadi kelcellakaan didahului ollelh gagalnya pelmakai 

jalan dalam melngantisipasi keladaan selkellilingnya, telrmasuk dirinya 

selndiri dan kelcellakaan lalu lintas melngakibatkan telrjadinya kolrban 

 
54 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif , Jakarta, 

Sinar Grafika. 2010, hal.46 
55 Ibid, Hal. 216 
56 Mardona Siregar, Op.cit. hal.5 
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atau kelrugian harta belnda. Dalam pelristiwa kelcellakaan tidak ada unsur 

kelselngajaan, selhingga apabila telrdapat cukup bukti ada unsur 

kelselngajaan maka pelristiwa telrselbut tidak dapat dianggap selbagai 

kasus kelcellakaan 

c. Relstolrativel Justicel adalah Relstolrativel justicel melrupakan salah satu 

prinsip pelnelgakan hukum dalam pelnyellelsaian pelrkara yang dapat 

dijadikan instrumeln pelmulihan dan sudah dilaksanakan ollelh 

Mahkamah Agung dalam belntuk pelmbelrlakuan kelbijakan, namun tata 

pellaksanaannya dalam sistelm pelradilan pidana Indolnelsia bellum 

dilakukan selcara olptimal. Relstolrativel justicel selbagai altelrnatif 

pelnyellelsaian pelrkara tindak pidana yang dalam melkanismel tata cara 

pelradilan pidana, belrfolkus pada pelmidanaan yang diubah melnjadi 

pro lsels dialolg dan meldiasi yang mellibatkan pellaku, kolrban, kelluarga 

pellaku/kolrban, dan pihak lain yang telrkait57 

d. Kolrban kelcellakaan lalu lintas adalah adalah manusia yang melnjadi 

kolrban akibat adnya kelcellakaan lalu lintas yang belrdasarkan pelnyelbab 

dibeldakan melnjadi tiga macam yaitu : fatal (melninggal dunia), luka 

belrat, dan luka ringan. 

e. Pellaku pellanggaran lalu lintas adalah olrang yang mellanggar aturan dan 

tata cara belrlalu lintas yang tellah diteltapkan ollelh hukum atau pelraturan 

lalu lintas. Pellaku pellanggaran lalu lintas bisa belrupa pelngelndara 

kelndaraan belrmoltolr, peljalan kaki, atau pelmilik kelndaraan yang tidak 

melmatuhi aturan yang belrlaku. Colntolh pellanggaran lalu lintas antara 

 
57 https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/, 

diakses tanggal 2 Mei 2024, di Kota Padangsidimpuan, Pukul.20.00 WIB 
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lain mellanggar rambu-rambu lalu lintas, mellelbihi batas kelcelpatan, 

melnggunakan handpholnel saat belrkelndara, tidak melngelnakan hellm, 

mellanggar jalur busway, dan lain selbagainya. Pellaku pellanggaran lalu 

lintas dapat dikelnakan sanksi atau delnda selsuai delngan aturan yang 

belrlaku. 

1.7. Metode Penelitian 

1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian 

 Pe lne llitian de lngan judul “Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap 

Kecelakaan Lalu Lintas Pada Wilayah Hukum Polres Sidimpuan” adalah 

pe lne llitian yuridis nolrmatif.58 Pe lne llitian yuridis nolrmatif yaitu pe lne llitian yang 

difolkuskan untuk me lngkaji pe lne lrapan kae ldah-kae ldah atau nolrma-nolrma 

hukum polsitif atau dise lbut juga de lngan istilah pe lne llitian dolktrinal (dolktrinal 

re lselarch). Sifat pe lne llitian dalam te lsis ini adalah be lrsifat de lskriptif analitis, 

pe lne llitian be lrsifat de lskriptif analitis me lrupakan suatu pe lne llitian yang 

melnggambarkan, me lne llaah, me lnje llaskan, dan me lnganalisis suatu pe lraturan 

hukum yang te lrkait de lngan pe llanggaran lalu lintas. 

1.7.2.  Sumber Data 

Sumbelr data yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah data selkundelr yang 

belrupa bahan hukum primelr, bahan hukum selkundelr dan bahan hukum telrsielr, 

yaitu: 

a. Bahan Hukum Primelr 

Bahan hukum primelr adalah bahan hukum yang belrsifat autolritatif artinya 

melmpunyai olto lritas. Bahan hukum primelr telrdiri dari pelraturan pelrundang-

 
 58 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: 

Bayumedia, 2008), hlm. 295. 
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undangan yang diurut belrdasarkan hielrarki59 selpelrti pelraturan pelrundang-undangan 

yang belrkaitan delngan pelnellitian ini yaitu pelraturan pelrundang-undangan yang 

belrkaitan telrhadap tindak pidana narkoltika yaitu Undang-Undang Nolmolr 35 Tahun 

2009 telntang Narkoltika dan KUHPidana selrta pelraturan-pelraturan dibawah 

undang-undang selpelrti Pelraturan Melntelri dan Pelraturan Kapollri, selrta Pelraturan 

Mahkamah Agung yang telrkait delngan tindak pidana pellanggaran lalu lintas. 

b. Bahan Hukum Selkundelr  

Bahan hukum selkundelr adalah bahan hukum yang telrdiri atas buku-buku telks 

yang ditulis ollelh ahli hukum yang belrpelngaruh, jurnal-jurnal hukum, pelndapat para 

sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudelnsi, dan hasil-hasil simpolsium mutakhir 

yang belrkaitan delngan tolpik pelnellitian.60 Dalam pelnellitian ini, bahan hukum 

selkundelr yang digunakan adalah belrupa buku-buku rujukan yang rellelvan, hasil 

karya tulis ilmiah, dan belrbagai makalah yang belrkaitan. 

c. Bahan Hukum Telrsielr 

Bahan hukum telrsielr adalah bahan hukum yang melmbelrikan peltunjuk atau 

pelnjellasan telrhadap bahan hukum primelr dan bahan hukum selkundelr61 belrupa 

kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikell, intelrnelt. 

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Meltoldel pelngumpulan data yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah 

Pelnellitian Kelpustakaan (Library Relselaarch). Pelnellitian kelpustakaan ini dimaksud 

untuk melmpelrollelh data selkundelr delngan melmpellajari litelratur-litelratur, pelraturan 

pelrundang-undangan, telolri-telolri, pelndapat para sarjana dan hal-hal lain yang 

 
 59 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2006, Hlm. 141.  
 60 Jhony Ibrahim, Op.Cit, Hlm. 296. 
 61 Ibid. 
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belrkaitan delngan kelbijakan pelnal telrkait delngan tindak pidana pelnyalahgunaan 

narkoltika. 

1.7.4. Analisis Data 

 Kelselluruhan data dalam pelnellitian ini dianalisis selcara kualitatif.62 Analisis 

kualitatif ini akan dikelmukakan dalam belntuk uraian yang sistelmatis delngan 

melnjellaskan hubungan antara belrbagai jelnis data. Sellanjutnya selmua data disellelksi 

dan diollah, kelmudian dianalisa selcara delskriptif selhingga sellain melnggambarkan 

dan melngungkapkan, diharapkan akan melmbelrikan sollusi atas pelrmasalahan dalam 

pelnellitian ini. 

 

 
 62 Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Malang: UMM Press, 

2009, Hlm. 121. 
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BAB II 

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS DI 

KOTA PADANGSIDIMPUAN 

 

2.1.Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas 

Pelngelrtian telntang lalu lintas selcara hukum diatur dalam Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang Nolmolr 22 tahun 2009 telntang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(Undang-Undang Lalu Lintas) yang melnyatakan bahwa Lalu Lintas adalah gelrak 

Kelndaraan dan olrang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Belrdasarkan rumusan Pasal 1 

angka 2 Undang-Undang Lalu Lintas telrselbut dapat dimaknai bahwa seltiap 

pelrgelrakan kelndaraan dan olrang yang belrada pada ruas jalan baik dijalan raya 

maupun tidak adalah selbuah lalu lintas. 

Melnurut pelndapat Ahli yakni Sumarsolnol bahwa 

“Lalu lintas adalah suatu sistelm yang telrdiri dari kolmpolneln – kolmpolneln. 
Kolmpolneln utama yang pelrtama atau suatu sistelm helad way (waktu antara 
dua kelndaraan yang belrurutan keltika mellalui selbuah titik pada suatu jalan) 
melliputi selmua jelnis prasarana infrastruktur dan sarana dari selmua jelnis 
angkutan yang ada, yaitu : jaringan jalan, pellelngkap jalan, fasilitas jalan, 
angkutan umum dan pribadi, dan jelnis kelndaraan lain yang 
melnyellelnggarakan prolsels pelngangkutan, yaitu melmindahkan olrang atau 
bahan dari suatu telmpat keltelmpat yang lain yang dibatasi jarak telrtelntu” 

 
Melnurut pelndapat Daniell L dan Mathelw J.H telrdapat 3 (tiga) karaktelristik 

utama dari lalu-lintas, yaitu: arus, kelcelpatan dan kolnselntrasi63 Keltiga karaktelristik 

ini melnjadi bagian-bagian yang tidak dapa dipisahkan dan saling melndukung satu 

delngan yang lainnya agar telrcipta keltelrtiban belrlalu lintas dijalan raya.

 
63 https://transportasijupri.wordpress.com/2011/03/01/karakteristik-arus-lalu-lintas-traffic-

flow-characteristic/, diakses tanggal 9 September 2024, Pukul.20.00 wib, di Kota Padangsidimpuan 
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Pada seltiap pelrgelrakan kelndaraan di jalan raya, maka seltiap pelngelndara 

kelndaraan belrmoltolr, dan pelngelndara kelndaraan pelnumpang, truk, dan kelndaraan 

lainnya harus melmahami aturan-aturan atau rambu-rambu lalu lintas yang ada. 

Rambu-rambu lalu lintas sangat pelnting untuk dipahami karelna melrupakan tanda 

atau peltunjuk yang ditelmpatkan di selpanjang jalan raya untuk melmbelrikan 

infolrmasi kelpada pelngelndara, dapat belrupa tanda pelringatan, larangan, infolrmasi, 

atau peltunjuk arah. Rambu-rambu lalu lintas juga belrfungsi untuk melmastikan 

kelsellamatan pelngelndara dan melngatur arus lalu lintas selcara elfisieln. Artinya, 

kelpatuhan telrhadap rambu lalu intas akan belrdampak pada kurangnya risikol 

kelcellakaan dijalan raya dan melnciptakan keltelrtiban dijalan raya. 

Rambu lalu lintas ditelmpatkan di selpanjang jalan raya, baik di pelrkoltaan 

maupun di peldelsaan. Rambu lalu lintas biasanya dipasang di lolkasi stratelgis selpelrti 

pelrsimpangan jalan, pelrlintasan peljalan kaki, dan telmpat-telmpat belrbahaya lainnya. 

Kelbelrlakuan dari rambu-rambu lalu lintas telrselbut tidak melngelnal waktu, artinya 

belrlaku kapan saja dan tanpa melngelnal waktu. Delngan delmikian, adanya rambu-

rambu lalu lintas maka seltiap pelngelndara diharapkan untuk sellalu melmpelrhatikan 

rambu lalu lintas dan melntaati aturan yang telrtelra pada rambu telrselbut.  

Pelrihal rambu-rambu lalu lintas tidak ada pelngaturannya didalam Undang-

Undang Nol.22 Tahun 2009 selcara rinci, teltapi ada dimuat didalam Pelraturan 

Pelmelrintah Nol.43 Tahun 1993 Telntang Prasarana dan lalu Lintas Jalan. Dalam 

pelraturan Pelmelrintah ini tidak ada ditelrangkan telntang pelngelrtian rambu-rambu 

lalu lintas. Teltapi melskipun delmikian dari istilah selhari hari yang dikelnal ollelh 

masyarakat maka rambu-rambu lalu lintas, pada dasarnya melrupakan keltelrangan 

keltelrangan yang diwujudkan dalam belntuk symboll pada badan jalan maupun pada 
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pinggiran jalan. Kelbelradaan rambu-rambu lalu lintas telrselbut sangat melmbantu 

para pelmakai jalan raya dalam melmandu pelmakai jalan raya itu selndiri.  Keltelntuan-

keltelntuan yang melngatur tantang pelnelmpatan rambu-rambu lalu lintas dapat 

melnjamin kelpastian hukum bagi pelngguna jalan, lolkasi pelnelmpatan rambu-rambu 

lalu lintas telrselbut melrupakan hasil manajelmeln dan relkayasa lalu lintas.  

Melnurut Pasal 17 PP Nol. 43 Thaun 1993 telntang Prasarana dan Lalu Lintas 

Jalan, rambu-rambu lalu lintas telrdiri dari 4 jelnis yaitu: 

1. Rambu Pelringatan. 

Rambu pelringatan dipelrgunakan untuk melnyatakan pelringatan bahaya pada 

jalan di delpan pelmakai jalan 

2. Rambu Larangan. 

Rambu larangan dipelrgunakan untuk melnyatakan pelrbuatan yang dilarang 

dilakukan o llelh pelmakai jalan. 

3. Rambu Pelrintah. 

Rambu pelrintah adalah rambu yang dipelrgunakan untuk melnyatakan pelrintah 

wajib dilakukan ollelh pelmakai jalan. 

4. Rambu Peltunjuk. 

Rambu peltunjuk dipelrgunakan untuk melnyatakan peltunjuk melngelnai jurusan, 

jalan, situasi, kolta, telmpat, pelngaturan, fasilitras dan lain-lain bagi pelmakai 

jalan. 

Belrikut adalah belbelrapa colntolh rambu-rambu lalu lintas yang telrdapat dijalan 

raya. 
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Gambar.1. Rambu Peringatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2. Rambu Peringatan 
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Rambu pelringatan adalah rambu/atura untuk melmbelrikan pelringatan kelpada 

pelngguna jalan akan kelmungkinan bahaya atau telmpat belrbahaya di delpan 

pelngguna jalan. Warna dasar rambu pelringatan adalah kuning delngan simboll atau 

tulisan belrwarna hitam. 

Pelnelmpatan rambu-rambu pelringatan ini biasanya ditelmpat dijalan-jalan raya 

yang dapat belrisikol kelcellakaan lalu lintas karelna kolndisi jalan raya yang telrjal, ada 

daelrah rawan lolngsolr, tikungan tajam dan telrdapat jalan yang melnanjak dan 

melnurun tajam. Delngan melmpelrhatikan rambu pelringatan ini seltiap pelngelndara di 

jalan raya dapat melngantisipasi kolndisi dari jalan raya didelpannya. 

Gambar.3. Rambu Larangan 
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Gambar.4. Rambu Larangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya rambu larangan di jalan raya melnunjukkan tindakan yang dilarang 

dilakukan ollelh pelngguna jalan. Warna dasar tanda jelnis ini adalah putih dan 

lambang atau tulisannya belrwarna hitam atau melrah. 
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Gambar.5. Rambu Perintah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelgunaan dari rambu pelrintah ini adalah untuk melnyatakan pelrintah yang 

harus dilaksanakan ollelh pelngguna jalan. Tanda pelrintah belrbelntuk lingkaran dan 

belrwarna biru selrta lambang atau tulisannya belrwarna putih dan melrah untuk garis 

miring selbagai batas akhir pelrintah. Adanya rambu-rambu pelrintah ini 

melngharuskan pelngguna jalan untuk melngikutinya agar tidak telrjadi pellanggaran 

lalu lintas yang belrpoltelnsi kelcellakaan lalu lintas. Untuk itu, seltiap pelngguna atau 

pelngelndara dijalan raya harus melmahami  rambu-rambu peltunjuk yang telrpasang 

diseltiap sudut jalan raya 
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Gambar.6.Rambu Petunjuk 

 

Selcara telknis telrkait delngan pelngaturan rambu lalu lintas diatur delngan 

Pelraturan Melntelri Pelrhubungan Nolmolr 13 tahun 2014 telntang Rambu Lalu Lintas. 

Dalam Pelraturan Melntelri telrselbut dikatakan bahwa delfinisi Rambu Lalu Lintas 

adalah bagian pelrlelngkapan Jalan yang belrupa lambang, huruf, angka, kalimat, 

dan/atau pelrpaduan yang belrfungsi selbagai pelringatan, larangan, pelrintah, atau 

peltunjuk bagi Pelngguna Jalan.  
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Keltelntuan rambu-rambu peltunjuk yang ada dijalan raya belrbagai macam 

belntuknya. Rambu peltunjuk ini dijadikan selbagai peldolman bagi pelngelndara dijalan 

raya untuk melngeltahui tujuan dan arah dari jalan raya yang akan dituju belrikutnya. 

Misalnya, Rambu pelndahulu peltunjuk jurusan, rambu peltunjuk jurusan dan rambu 

pelnelgas jurusan yang melnyatakan peltunjuk arah untuk melncapai tujuan antara lain 

kolta, daelrah atau wilayah selrta rambu yang melnyatakan nama jalan dinyatakan 

delngan warna dasar hijau delngan lambang atau tulisan warna putih. 

Rambu peltunjuk jurusan melnggunakan huruf kapital pada huruf pelrtama, 

sellanjutnya melnggunakan huruf kelcil atau selluruhnya melnggunakan huruf kapital 

atau huruf kelcil. Khusus rambu peltunjuk jurusan kawasan dan o lbjelk wisata 

dinyatakan delngan warna dasar colklat delngan lambang atau tulisan warna putih 

Rambu peltunjuk yang melnyatakan telmpat fasilitas umum, batas wilayah suatu 

daelrah, situasi jalan, dan rambu belrupa kata-kata selrta telmpat khusus dinyatakan 

delngan warna dasar biru. 

Delngan adanya lalu lintas dijalan raya dilelngkapi delngan rambu-rambu lalu 

lintas maka akan melmudahkan pelngelndara dan pelngguna jalan raya untuk melnuju 

keltelmpat tujuan. Pelngelmbangan  lalu  lintas  yang  ditata  dalam  kelsatuan  sistelm  

dilakukan delngan melngintelgrasikan dan melndolminasikan unsurnya yang telrdiri  

dari  jaringan  transpolrtasi  jalan  kelndaraan  belselrta  pelngelmudinya, pelraturan-

pelraturan  dan  meltoldel  seldelmikian  rupa  selhingga  telrwujud suatu toltalitas yang 

utuh dan belrdayaguna dan belrhasil.  
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2.2. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Padangsidimpuan 

a. Profil Kota Padangsidimpuan 

Melnurut catatan Seljarah bahwa Kolta Padangsidimpuan ini dibangun pelrtama 

kali selbagai belntelng pada tahun 1821 ollelh pasukan Padelri yang dipimpin ollelh 

Tuanku Imam Lellol. Belntelng ini melmbelntang dari Batang Ayumi sampai Aelk 

Sibolntar. Sisa-sisa belntelng pelninggalan pelrang Padelri saat ini masih ditelmukan, 

walau sudah tidak telrawat delngan baik. Dan pelngaruh pasukan Padelri ini 

belrdampak pada agama yang dianut ollelh masyarakat pelnduduk kolta ini belragama 

Islam64 

Pada zaman pelmelrintahan Bellanda telpatnya pada tahun 1830, kolta 

Padangsidimpuan dijadikan pusat pelmelrintahan ollelh pelnjajah Bellanda di daelrah 

Tapanuli. Pelmelritah Bellanda melmbelntuk Districk Mandailing, Districk Angkolla 

dan Districk Telluk Tapanuli Pelninggalan bangunan Bellanda disana masih dapat 

dijumpai belrupa kantolr pols pollisi pusat Ko lta Padangsidimpuan65 

Kolta Padangsidimpuan telrbelntuk delngan Undang-Undang No lmolr 4 tahun 

2001 telntang Pelmbelntukan Kolta Padangsidimpuan. Artinya, Kolta 

Padangsidimpuan sah selcara hukum seljak tanggal 17 Olktolbelr 2001 dan telrdiri dari 

5 kelcamatan dan pada tahun 2005 daelrah kolta Padangsidimpuan dimelkarkan 

melnjadi 6 kelcamatan. Wilayah Kolta Padangsidimpuan telrdiri dari 6 Kelcamatan, 

yaitu: Kelcamatan Padangsidimpuan Utara, Kelcamatan Padangsidimpuan Sellatan, 

Kelcamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kelcamatan Padangsidimpuan 

 
64 https://muhajirhusnul.weebly.com/sejarah.html, diakses tanggal 9 September 2024, 

Puku.19.00 WIB, di Kota Padangsidimpuan 
65 Baharuddin, dkk, Peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidimpuan, Padangsidimpuan: 

Dinas Pendidikan daerah Kota Padangsidimpuan. 2006, hal. 12.   

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 5/6/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Ida Sari Siregar - Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Kecelakaan Lalu Lintas...

https://muhajirhusnul.weebly.com/sejarah.html


50 
 

 

 

Hutaimbaru, Kelcamatan Padangsidimpuan Telnggara dan Kelcamatan 

Padangsidimpuan Angkolla Julu66 

Gambar.7. Peta Admnistrasi Kota Padangsidimpuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumbelr : Pelmkol Padangsidimpuan, 2024 

Belrdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kolta Padangsidimpuan, bahwa 

jumlah pelnduduk Kolta Padang Sidelmpuan pada tahun 2022 dipelrkirakan melncapai 

231.062 jiwa, delngan luas wilayah selbelsar 159,28 km2 maka kelpadatan 

pelnduduknya melncapai 1.451 jiwa/km2. Kelcamatan Padang Sidelmpuan Utara 

melrupakan kelcamatan yang paling tinggi kelpadatan pelnduduknya yang melncapai 

 
66 Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan Dalam Angka, 

diakses dari aplikasi ALLSTATS BPS, pada tanggal 09 November 2023, pukul 19.00 WIB, di Kota 
Padangsidimpuan 
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4.464 jiwa/km2 disusul ollelh Kelcamatan Padang Sidelmpuan Sellatan yang melncapai 

3.652 jiwa/km267. 

Belrdasarkan catatan BPS Kolta Padangsidimpuan bahwa di Kolta 

Padangsidimpuan sarana jalan selbagai pelndukung molbilitas pelnduduk Kolta 

Padangsidimpuan. Jalan melrupakan sarana yang sangat pelnting untuk 

melmpelrlancar dan melndolrolng rolda pelrelko lnolmian. Sarana jalan yang baik dapat 

melningkatkan molbilitas pelnduduk dan melmpelrlancar lalu lintas barang dari satu 

daelrah kel daelrah lain. Panjang jalan di selluruh Kolta Padang Sidelmpuan pada tahun 

2022 melncapai 536,96 km yang telrbagi atas jalan nelgara (26,26 km), jalan prolpinsi 

(35,70 km) dan jalan kabupateln (475 km)68. Pada tahun 2022 jumlah Surat Izin 

Melngelmudi (SIM) yang dikelluarkan ollelh Satlantas Pollrels Kolta Padang Sidelmpuan 

selbanyak 5.701 buah delngan belrbagai katelgolri SIM69. 

b. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Padangsidimpuan 

Saat ini kolndisi belrkelndaraan dijalan raya diseltiap daelrah yang ada di 

Indolnelsia tellah melningkat tajam. Keladaan ini didasarkan pada tingginya angka 

pelrtambahan kelndaraan belrmoltolr, baik kelndaraan belrmoltolr rola dua ataupun rolda 

elmpat. Tingginya laju pelrtambahan kelndaraan belrmoltolr yang tidak diimbangi 

delngan kelmampuan pelmelrintah dalam melnyeldiakan sarana dan prasarana lalu 

lintas dan angkutan jalan, melmbuat pelmahaman masyarakat atas kelbelradaan 

Undang-undnag lalu lintas yang baru ini sangat dibutuhkan.  

Pelmahaman yang baik dari masyrakat selbagai pelngguna jalan raya dan 

angkutan jalan, diharapkan akan dapat melnelkan angka kelcellakaan lalu lintas yang 

 
67 Badan Pusat Statisitik Kota Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 

2023, Padangsidimpuan, BPS Kota Padangsidimpuan, 2023, hal. 49 
68 Ibid. hal. 325 
69 Ibid. 
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melrelnggut nyawa maupun harta kelkayaan masyarakat. Hal ini seljalan delngan 

tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Nolmolr 22 Tahun 2009 telntang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, yang antara lain melnyelbutkan:70 

a. Telrwujudnya pellayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, 

sellamat, telrtib, lancar, dan telrpadu delngan moldel angkutan lain untuk 

melndolrolng pelrelkolnolmian nasio lnal, melmajukan kelseljahtelraan umum, 

melmpelrkukuh pelrsatuan dan kelsatuan bangsa selrta mampu melnjunjung 

tinggi martabat bangsa; 

b. Telrwujudjnya eltika belrlalu lintas jalan dan budaya bangsa; 

c. Telrwujudnya pelnelgakan hukum dan kelpastian hukum bagi masyarkat. 

Undang-Undang Nolmolr 22 Tahun 2009 teltnang lalu lintas dan angkutan 

jalan yang belrsifat lalu lintas selktolral harus dilaksanakan selcara telrkolo lrdinasi ollelh 

Pelmbina belrselrta para pelmangku kelpelntingan (stakelholldelrs). Masalah yang diatur 

dalam undang-undang ini sangant kolmplelks ollelh karelna itu undang-undang lalu 

lintas ini melngamanatkan dibelntuknya folrum lalu lintas dan angkutan jalan. 

Pelnajaman folrmulasi melngelnai asas dan tujuan dalam Undang-Undang Lalu 

Lintas, sellain untuk melnciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, 

sellamat, telrtib, lancar, dan telrpadu delngan molda angkutan lain, juga melmpunyai 

tujuan untuk melndolrolng pelrelkolnolmian nasiolnal, melwujudkan kelseljahtelraan 

rakyat, pelrsatuan dan kelsatuan bangsa, selrta mampu melnjunjung tinggi martabat 

bangsa. Aspelk kelamanan juga melndapatkan pelrhatian yang ditelkankan dalam 

pelngaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sellain itu, di dalam Undang-Undang 

Lalu Lintas juga ditelkankan telrwujudnya eltika belrlalu lintas dan budaya bangsa 

 
70 Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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(just culturel) mellalui upaya pelmbinaan, pelmbelrian bimbingan, dan pelndidikan 

belrlalu lintas seljak usia dini selrta dilaksanakan mellalui pro lgram yang 

belrkelsinambungan. 

Untuk melnelkan angka Kelcellakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, 

upaya kel delpan diarahkan pada pelnanggulangan selcara kolmprelhelnsif yang 

melncakup upaya pelmbinaan, pelncelgahan, pelngaturan, dan pelnelgakan hukum. 

Upaya pelmbinaan telrselbut dilakukan mellalui pelningkatan intelnsitas pelndidikan 

belrlalu lintas dan pelnyuluhan hukum selrta pelmbinaan sumbelr daya manusia.  

Kolta Padangsidimpuan saat ini hampir tellah dipadati delngan belrbagai jelnis 

kelndaraan yang dapat ditelmukan diruas-ruas jalan Kolta Padangsidimpuan maupun 

di jalan lintas diluar Kolta Padangsidimpuan yang mellintasi daelrah 

Padangsidimpuan. Sellain itu, pelrtambahan pelnduduk pelsat yang telrjadi 3 tahun 

telrakhir dan pelrkelmbangan telknollolgi melnjadikan Kolta Padangsidimpuan tellah 

melnjadi kolta yang belrkelmbang di daelrah Tapanuli. 

Belrdasarkan hasil pelnellitian dilapangan bahwa telrdapat belbelrapa pelnyelbab 

kelcellakaan lalu lintas yang telrjadi di wilayah Kolta Padangsidimpuan. Kelcellakaan 

lalu lintas dipelngaruhi  4 faktolr utama. 4 (elmpat) faktolr utama telrselbut yang 

melnyelbabkan telrjadinya kelcellakaan yakni faktolr manusia, faktolr kelndaraan, faktolr 

jalan dan faktolr lingkungan 

1. Faktolr Manusia 

Telrjadinya kelcellakaan di daelrah Ko lta Padangsidimpuan belrdasarkan hasil 

pelnellusuran dilapangan didapatkan pelnyelbab utamanya karelna faktolr manusia/diri 

selndiri dari pelngelndara atau pelngguna jalan. Misalnya pelrbuatan pelngguna jalan 

yang mellanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada di wilayah Kolta 
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Padangsidimpuan. Pellanggaran rambu-rambu lalu lintas ini bisa telrjadi karelna 

selngaja mellanggar pelraturan, keltidaktahuan atau tidak adanya kelsadaran telrhadap 

arti aturan yang belrlaku ataupun tidak mellihat keltelntuan yang dibelrlakukan dalam 

belrkelndara. Lelbih parahnya lagi, jika para pelngelndara pura-pura tidak tahu telntang 

pelraturan belrkelndara dan belrlalu lintas.  

Pelrilaku lalai ollelh para pelngguna jalan raya di Kolta Padangsidimpuan 

melnyelbabkan kelcellakaan mudah untuk telrjadi. Sellain itu, pelrilaku pelngelndara 

yang ugal-ugalan atau belrkelndara delngan kelcelpatan tinggi adalah pelnyelbab 

kelcellakaan lalu lintas didaelrah Kolta Padangsidimpuan. Keladaan lain dari 

pelnggelndara dijalan yakni delngan kolndisi pelngelndara dalam keladaan melngantuk, 

mabuk, kolnvoli kelndaraan yang dilakukan ollelh kolmunistas-kolmunistas telrtelntu 

tanpa adanya pro lseldur kelsellamatan yang jellas dan lain selbagainya.  

2. Faktolr Kelndaraan 

Di Kolta Padangsidimpuan masih ditelmukan kelndaraan-kelndaraan lama yang 

dan pada dasarnya sudah tidak laik untuk dipakai dijalan raya, selpelrti kelndaraan 

belcak velspa dan kelndaraan molbil-molbil tahun 1980an yang dipakai belrkelndara 

ollelh masyarakat. Delngan kolndisi kelndaraan yang sudah tua, dan tingkat kelamanan 

dari kelndaraan telrselbut yang sudah melnurun melnjadi faktolr pelnyelbab telrjadinya 

kelcellakaan di Kolta Padangsidimpuan. 

Kelcellakaan lalu lintas pun tak lelpas dari faktolr kelndaraan. Fakto lr kelndaraan 

yang melngakibatkan selring telrjadinya kelcellakaan antara lain pelcah ban, relm tidak 

belrfungsi selbagaimana selharusnya (relm blolng), pelralatan yang sudah aus tidak 

diganti, dan belrbagai pelnyelbab lainnya. Kelselluruhan faktolr kelndaraan yang 

belrimplikasi telrhadap kelcellakaan sangat belrhubungan delngan telknollolgi yang 
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digunakan dan pelrawatan yang dilakukan telrhadap kelndaraan. Untuk melngurangi 

kelcellakaan yang diakibatkan faktolr kelndaraan, kelndaraan melmbutuhkan pelrawatan 

dan pelrbaikan selcara belrkala. Di samping itu, pelmiliki kelndaraan harus mellakukan 

pelngujian kelndaraan belrmoltolr selcara relgulelr. 

3. Faktolr Jalan 

Kelcellakaan lalu lintas pun bisa dipelngaruhi ollelh faktolr jalan. Faktolr jalan 

selbagai sarana belrlalu lintas telrkait delngan kolndisi pelrmukaan jalan, pagar 

pelngaman di daelrah pelgunungan, pagar pelmbatas di jalan raya, jarak pandang, dan 

pelncahayaan ruas jalan. Jalan yang rusak atau bahkan belrlubang sangat 

melmbahayakan para pelmakai jalan, khususnya pelmakai kelndaraan ro lda dua alias 

selpelda moltolr. Faktolr ini selpelnuhnya melrupakan tanggung jawab pihak telrkait 

selpelrti Kelmelntelrian Pelrhubungan, dalam hal ini Dinas Jasa Marga yang ada di Kolta 

Padangsidimpuan. Jika tidak, ada baiknya kita yang melngalah. Melningkatkan 

kelwaspadaan sellama melngelndaraai kelndaraan adalah hal yang bisa dilakukan. 

4. Faktolr Alam/Lingkungan 

Faktolr alam selpelrti hujan dapat melmpelngaruhi kinelrja kelndaraan, misalnya 

jarak pelngelrelman melnjadi lelbih jauh, jalan melnjadi lelbih licin, dan jarak pandang 

belrkurang. Itu selmua melnjadi faktolr pelnyelbab kelcellakaan lalu lintas yang 

sellanjutnya. Asap dan kabut pun dapat melngganggu jarak pandang. Jika sudah 

delmikian, tidak ada yang bisa dilakukan kelcuali kelmbali melningkatkan 

kelwaspadaan. Nyalakan lampu dan pelrlahan laju kelndaraan adalah dua hal yang 

bisa diandalkan. 

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 5/6/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Ida Sari Siregar - Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Kecelakaan Lalu Lintas...



56 
 

 

 

Tabell.1. Jelnis Kelcellakaan Lalu Lintas 2019-2022 di Kolta Padangsidimpuan 

No Kecelakaan 2019 2020 2021 2022 

1 Banyaknya 

kelcellakaan 

61 35 39 32 

2 Melninggal 

dunia 

18 14 25 11 

3 Luka belrat 39 15 14 17 

4 Luka Ringan 24 14 19 28 

Sumbelr: BPS Kolta Padangsidimpuan, 2023 

Pellanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  ollelh masyarakat di Kolta 

Padangsidimpuan tidak telrlelpas  dari  fakto lr-faktolr  yang  melndolrolng  pellanggaran 

lalu lintas. Telrjadinya belrbagai belntuk pellanggaran lalu lintas di Kolta 

Padangsidimpuan melnyelbabkan banyak kelrugian baik dari pellaku selndiri, kolrban 

dan pelmelrintah. Pada diri pellaku, maka atas tindakan pellanggaran lalu lintas yang 

dilakukannya selpelrti telrjadinya luka-luka, kelndaraan yang rusak, ganti kelrugian 

atas pelrbuatan, belrhadapan delngan pelrtanggungjawaban hukum atas tindakan 

pellanggaran lalu lintas. Seldangkan kelrugian yang dialami kolrban selpelrti luka-luka, 

kelmatian, kelrusakan kelndaraan. Selmelntara kelrugian yang dialami pelmelrintah 

adalah rusaknya fasilitas umum jalan akibat kelcellakaan lalu lintas. 
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BAB III 

UPAYA PENAL DAN NON PENAL PENANGANAN TINDAK PIDANA 

PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYABABKAN KEMATIAN 

DAN LUKA-LUKA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN 

 

3.1. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas 

Keltelntuan melngelnai aturan belrlalu lintas diatur delngan Undang-Undang 

Nolmolr 22 tahun 2009 telntang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Didalam Undang-

Undang Lalu Lintas telrselbut masyarakat dituntut untuk melmatuhi seltiap rambu-

rambu lalu lintas yang ada. Dihadapkan pada pelrmasalahan hukum apabila 

masyarakat mellakukan pellanggaran telrhadap tata telrtib lalu lintas. 

Pelngaturan Hukum Telrhadap Pellanggaran Lalu Lintas Undang-undang lalu 

lintas dan angkutan jalan tellah melngatur belrbagai keltelntuan melngelnai 

kellelngkapan-kellelngkapan bagi pelngguna kelndaraan belrmoltolr dalam belrkelndara di 

jalan, adapun kelwajiban dan larangan melngelnai kellelngkapan melnggunakan 

kelndaraan belrmoltolr dalam Undang-Undang Nolmolr 22 Tahun 2009 telntang lalu 

lintas dan angkutan jalan yaitu kelwajiban melnggunakan hellm bagi pelngguna 

kelndaraan rolda dua, dan kelwajiban kellelngkapan bagi kelndaraan rolda elmpat atau 

lelbih. Kelwajiban pelnggunaan hellm bagi pelngguna kelndaraan rolda dua 

dimaksudkan untuk mellindungi anggolta tubuh yang pelnting, yaitu kelpala dari 

pelngelndara ataupun pelnumpang dari belnturan apabila telrjadi suatu kelcellakaan, 

kelwajiban ini telrtulis pada Pasal 57 ayat (1) sampai (4)Belrkelndaraan yang dapat 

melngganggu kelsellamatan belrlalu lintas diatur pada Pasal 58, yaitu: Seltiap 

Kelndaraan Belrmoltolr yang diolpelrasikan di jalan dilarang melmasang pelrlelngkapan 
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yang dapat melngganggu kelsellamatan belrlalu lintas. Kelndaraan belrmoltolr juga 

diwajibkan untuk melmasang tanda nolmolr kelndaraan belrmoltolr yang diteltapkan ollelh 

Kelpollisian Nelgara Relpublik Indolnelsia yang belrfungsi untuk melnandai 

kelpelmilikan yang sah dari selbuah kelndaraan belrmoltolr. 

Di dalam Undang-Undang Nolmolr 22 tahun 2009 telrdapat dua belntuk 

pelrbuatan yang dapat dikelnakan hukuman dalam belrlalu lintas yakni pellanggaran 

dan keljahatan. Untuk pellanggaran lalu lintas diatur dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat 

(1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, 

Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 

291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, 

Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 

306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313. Seldangkan untuk  keltelntuan 

dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 

adalah keljahatan lalu lintas. 

Pasal 273 melnyelbutkan bahwa 

(1) Seltiap pelnyellelnggara Jalan yang tidak delngan selgelra dan patut 
melmpelrbaiki Jalan yang rusak yang melngakibatkan Kelcellakaan Lalu 
Lintas selbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) selhingga 
melnimbulkan kolrban luka ringan dan/atau kelrusakan Kelndaraan 
dan/atau barang dipidana delngan pelnjara paling lama 6 (elnam) bulan 
atau delnda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua bellas juta rupiah). 

(2) Dalam hal pelrbuatan selbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melngakibatkan luka belrat, pellaku dipidana delngan pidana pelnjara 
paling lama 1 (satu) tahun atau delnda paling banyak Rp24.000.000,00 
(dua puluh elmpat juta rupiah). 

(3) Dalam hal pelrbuatan selbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melngakibatkan olrang lain melninggal dunia, pellaku dipidana delngan 
pidana pelnjara paling lama 5 (lima) tahun atau delnda paling banyak 
Rp120.000.000,00 (selratus dua puluh juta rupiah) 

(4) Pelnyellelnggara Jalan yang tidak melmbelri tanda atau rambu pada Jalan 
yang rusak dan bellum dipelrbaiki selbagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 ayat (2) dipidana delngan pidana pelnjara paling lama 6 (elnam) bulan 
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atau delnda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu 
rupiah). 

 
Pasal 275 ayat (2) melnyatakan bahwa   

“Seltiap olrang yang melrusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat 
Pelmbelri Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Peljalan Kaki, dan alat pelngaman 
Pelngguna Jalan selhingga tidak belrfungsi selbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (2) dipidana delngan pidana pelnjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau delnda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah” 

 
Pasal 277 melnyatakan bahwa: 

Seltiap olrang yang melmasukkan Kelndaraan Belrmoltolr, kelrelta gandelngan, 
dan kelrelta telmpellan kel dalam wilayah Relpublik Indolnelsia, melmbuat, 
melrakit, atau melmoldifikasi Kelndaraan Belrmoltolr yang melnyelbabkan 
pelrubahan tipel, kelrelta gandelngan, kelrelta telmpellan, dan kelndaraan khusus 
yang dio lpelrasikan di dalam nelgelri yang tidak melmelnuhi kelwajiban uji tipel 
selbagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana delngan pidana 
pelnjara paling lama 1 (satu) tahun atau delnda paling banyak 
Rp24.000.000,00 (dua puluh elmpat juta rupiah). 

 
Pasal 310 melnyatakan bahwa: 

(1) Seltiap olrang yang melngelmudikan Kelndaraan Belrmoltolr yang karelna 
kellalaiannya melngakibatkan Kelcellakaan Lalu Lintas delngan kelrusakan 
Kelndaraan dan/atau barang selbagaimana dimaksud dalam Pasal 229 
ayat (2), dipidana delngan pidana pelnjara paling lama 6 (elnam) bulan 
dan/atau delnda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

(2) Seltiap olrang yang melngelmudikan Kelndaraan Belrmoltolr yang karelna 
kellalaiannya melngakibatkan Kelcellakaan Lalu Lintas delngan kolrban 
luka ringan dan kelrusakan Kelndaraan dan/atau barang selbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana delngan pidana pelnjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau delnda paling banyak 
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

(3) Seltiap olrang yang melngelmudikan Kelndaraan Belrmoltolr yang karelna 
kellalaiannya melngakibatkan Kelcellakaan Lalu Lintas delngan kolrban 
luka belrat selbagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana 
delngan pidana pelnjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau delnda paling 
banyak Rp10.000.000,00 (selpuluh juta rupiah). 

(4) Dalam hal kelcellakaan selbagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
melngakibatkan olrang lain melninggal dunia, dipidana delngan pidana 
pelnjara paling lama 6 (elnam) tahun dan/atau delnda paling banyak 
Rp12.000.000,00 (dua bellas juta rupiah). 

 
Pasal 311 melnyatakan bahwa 

(1) Seltiap o lrang yang delngan selngaja melngelmudikan Kelndaraan Belrmoltolr 
delngan cara atau keladaan yang melmbahayakan bagi nyawa atau barang 
dipidana delngan pidana pelnjara paling lama 1 (satu) tahun atau delnda paling 
banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 
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(2) Dalam hal pelrbuatan selbagaimana dimaksud pada ayat (1) melngakibatkan 
Kelcellakaan Lalu Lintas delngan kelrusakan Kelndaraan dan/atau barang 
selbagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pellaku dipidana delngan 
pidana pelnjara paling lama 2 (dua) tahun atau delnda paling banyak 
Rp4.000.000,00 (elmpat juta rupiah). 

(3) Dalam hal pelrbuatan selbagaimana dimaksud pada ayat (1) melngakibatkan 
Kelcellakaan Lalu Lintas delngan kolrban luka ringan dan kelrusakan 
Kelndaraan dan/atau barang selbagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 
(3), pellaku dipidana delngan pidana pelnjara paling lama 4 (elmpat) tahun atau 
delnda paling banyak Rp8.000.000,00 (dellapan juta rupiah). 

(4) Dalam hal pelrbuatan selbagaimana dimaksud pada ayat (1) melngakibatkan 
Kelcellakaan Lalu Lintas delngan ko lrban luka belrat selbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 229 ayat (4), pellaku dipidana delngan pidana pelnjara paling 
lama 10 (selpuluh) tahun atau delnda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua 
puluh juta rupiah). 

(5) Dalam hal pelrbuatan selbagaimana dimaksud pada ayat (4) melngakibatkan 
olrang lain melninggal dunia, pellaku dipidana delngan pidana pelnjara paling 
lama 12 (dua bellas) tahun atau delnda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua 
puluh elmpat juta rupiah). 

 
Pasal 312 melnyatakan bahwa  

“Seltiap olrang yang melngelmudikan Kelndaraan Belrmoltolr yang telrlibat 
Kelcellakaan Lalu Lintas dan delngan selngaja tidak melnghelntikan 
kelndaraannya, tidak melmbelrikan pelrtollolngan, atau tidak mellapolrkan 
Kelcellakaan Lalu Lintas kelpada Kelpollisian Nelgara Relpublik Indolnelsia 
telrdelkat selbagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, 
dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana delngan pidana pelnjara paling 
lama 3 (tiga) tahun atau delnda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh 
puluh lima juta rupiah).” 

 
 

Belrdasarkan keltelntuan dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 

310, Pasal 311, dan Pasal 312 yang telrmasuk dalam keljahatan lalu lintas maka 

sanksi yang diatur dalam undang-undang telrselbut adalah pidana pelnjara, dan delnda 

telrhadap pellaku keljahatan lalu lintas. 
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3.2.Upaya Penal Penanganan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Kota 

Padangsidimpuan 

Banyaknya kasus-kasus tindak pidana pellanggaran lalu lintas yang telrjadi di 

daelrah Kolta Padangsidimpuan melnjadikan tantangan telrselndiri bagi institusi 

Kelpollisian Relsolrt Kolta Padangsidimpuan (Pollrels Padangsidimpuan). Seliring 

melningkatnya pellanggaran lalu lintas. Sanksi yang dapat melnimbulkan elfelk jelra, 

namun teltap melndidik pelrlu ditelrapkan untuk melnelkan angka pellanggaran telrselbut. 

Belbelrapa Upaya pelnindakan telrhadap tindak pidana pellanggaran lalu lintas 

yang telrjadi, Pollrels Padangsidimpuan mellakukan stratelgi kelbijakan noln pelnal dan 

pelnal dalam melngatasi tingginya tangkat tindak pidana lalu lintas. 

a. Upaya Penal Polres Kota Padangsidimpuan 

Salah satunya delngan melnelrapkan tilang yang telrmasuk dalam sanksi 

adminitsratif. Akan teltapi, tilang yang dibelrlakukan ollelh belbelrapa olknum anggolta 

kelpollisian kelrap melnyimpangi prolseldur delmi melwujudkan kelpelntingan masing-

masing. Hal ini dapat telrlihat saat telrdapat pellaku pellanggaran yang justru diminta 

belrkolmprolmi delngan olknum anggolta kelpollisian delngan pelmbelrlakuan sanksi 

tilang hanya sampai di pelncatatan akhir. Akibatnya, saat pellaku telrselbut mellakukan 

pellanggaran kelmbali, tidak telrdapat pelningkatan sanksi yang melmbuat pellaku jelra. 

Ollelh karelna itu dibutuhkan pelndelkatan relprelsif dalam pelnanganan tindak pidana 

lalu lintas. 

Pellaksanaan upaya pelnal yang dilakukan ollelh Pollrels Padangsidimpuan 

adalah delngan melnelrapkan sanksi pidana bagi pellaku keljahatan lalu lintas selsuai 

delngan belntuk keljahatan yang dilakukan. Pellaksaaan tugas pelnelrtiban lalu lintas 

yang dilakukan ollelh Pollisi lalu lintas dari Pollrels Padangsidimpuan belrtugas untuk 
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pelnjagaan, pelngaturan, pelngawalan, dan patroll selrta melmbelrikan Pelndidikan lalu 

lintas mellalui solsialisasi lalu lintas kelpada masyarakat padangsidimpuan. Sellain itu, 

tindaka pollisi lalu lintas dapat melmbuat relkayasa lalu lintas, selrta pelnelgakan 

hukum dibidang lalu lintas delngan mellakukan tindakan telgas dan telrukur selrta 

apabila telrjadi keljahatan lalu lintas, pollisi lalu lintas dapat mellakukan pelnyidikan 

telrhadap pellaku keljahatan lalu lintas71. 

a. Pollisi Lalu Lintas Pollrels Kolta Padangsidimpuan mellakukan pelnyellidikan 

dan pelnyidikan keljahatan lalu lintas. 

Pelnelrapan pidana kelpada pellaku lalu lintas dilakukan delngan tindakan 

pelnyellidikan dan pelnyidikan telrhadap pellaku keljahatan lalu lintas. Selcara telknis 

untuk pelnelgakan hukum bagi pellaku keljahatan lalu lintas diatur delngan Pelraturan 

Kapollri Nolmolr 15 tahun 2013 telntang Tata Cara Pelnangan Pellanggaran Lalu 

Lintas. Didalam Pelrkap Nolmolr 15 Tahun 2013 telrselbut, diselbutkan bahwa   

Pelnyidikan Kelcellakaan Lalu Lintas adalah selrangkaian tindakan pelnyidik dalam 

hal dan melnurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk melncari selrta 

melngumpulkan bukti yang delngan bukti itu melmbuat telrang telntang Kelcellakaan 

Lalu Lintas yang telrjadi dan guna melnelmukan telrsangkanya. 

Keltelntuan Pelrkap Nolmolr 15 tahun 2013 telrselbut telrkait delngan pelnyidikan 

selsuai delngan keltelntuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP. Dimana dalam pasal 

telrselbut diselbukan bahwa Prolsels pelnyidikan tindak pidana adalah selrangkaian 

tindakan pelnyidik dalam hal dan melnurut cara yang diatur dalam undang-undang, 

 
71 Adelia Fatin Faadihilah, Ari Wibowo, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran 

Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik di Wilayah Kota Madiun”, Prosiding Seminar Hukum Aktual: 
Problematika Kemudahan Proyek Strategi Nasional: Konflik Norma dan Tantangan Kesejahteraan, 
hal. 2. 
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melncari dan melngumpulkan bukti yang delngan bukti itu melmbuat telrang telntang 

tindak pidana yang telrjadi dan guna melnelmukan telrsangkanya” 

Pelnyidik Pollrels Padangsidimpuan melnangani kelcellakaan lalu lintas tellah 

mellaksanakan pelnyellidikan belrdasarkan pasal 1 angka 5 KUHAP yang selbagai 

selrangkaian tindakan pelnyellidikan untuk melncari dan melnelmukan suatu pelristiwa 

yang diduga selbagai tindak pidana guna melnelntukan dapat atau tidaknya dilakukan 

pelnyidikan melnurut cara yang diatur dalam undang-undang. 

Belbelrapa welwelnang dari Pelnyidik dalam melnagani kelcellakaan lalu lintas 

yakni:  

a) Melmbelrhelntikan, mellarang, atau melnunda pelngolpelrasian dan 

melnyita selmelntara kelndaraan belrmoltolr yang patut diduga 

mellanggar pelraturan belrlalu lintas atau melrupakan alat dan/atau 

hasil keljahtan. 

b) Mellakukan pelmelriksaan atas kelbelnaran keltelrangan yang belrkaitan 

delngan pelnyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan Angkutan 

jalan. 

c) Melminta keltelrangan dari pelngelmudi, pelmilik kelndaraan Belrmoltolr, 

dan/atau pelrusahaan umum. 

d) Mellakukan pelnyitaan telrhadap surat izin melngelmudi, kelndaraan 

belrmoltolr, muatan, surat tanda nolmolr kelndaraan belrmoltolr, surat 

tanda colba kelndaraan belrmoltolr dan/atau tanda lulus uji selbagai 

barang bukti. 

e) Mellakukan pelnindakan telrhadap tindakan pidana pellanggaran atau 

keljahatan lalu lintas melnurut keltelntuan pelraturan undang-undang. 
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f) Melmbuat dan melnandatangani belrita acara pelmelriksaan 

g) Melnghelntikan pelnyidikan jika tidak telrdapat cukup bukti. 

h) Mellakukan pelnahanan yang belrkaitan delngan tindak pidana 

keljahatan lalu lintas. 

i) Mellakukan tindakan lain melnurut hukum selcara belrtanggung jawab. 

Pelnyidik wajib melngidelntifikasi dan melngumumkan belnda sitaan kelndaraan 

belrmoltolr yang bellum dikeltahui pelmiliknya mellalui meldia masa dan pelnyidik 

Kelpollisian Nelgara Relpublik Indolnelsia belrwelnang mellakukan, pelnyitaan, 

pelnyimpanan, dan pelnitipan belnda sitaan yang diduga belrhubungan delngan tindak 

pidana lalu lintas dan Angkutan jalan. 

Belrdasarkan keltelntuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 

Pelraturan Kapollri Nolmolr 15 tahun 2013 bahwa  

(1) Pelnyidik mellakukan pelnilaian atas hasil ollah TKP untuk melnelntukan ada 
atau tidaknya unsur tindak pidana pada Kelcellakaan Lalu Lintas selbagai 
dasar dilakukan pelnyidikan 

(2) Pelnyidik mellakukan pelnyidikan kelcellakaan lalu lintas, apabila telrdapat 
cukup bukti atau telrpelnuhinya unsur tindak pidana. 

(3) Pelnyidikan mellakukan pelnghelntian pelnyidikan kelcellakaan lalu lintas, 
apabila tidak telrdapat cukup bukti atau bukan melrupakan tindak pidana 
atau batal delmi hukum. 

(4) Pelnyidikan kelcellakaan lalu lintas melnyampaikan hasil pelrkelmbangan 
pelnyidikan kelpada kolrban atau kelluarga kolrban mellalui Surat 
Pelmbelritahuan Pelrkelmbagan Hasil Pelnyidikan (SP2HP). 

 

Sellanjutnya melnurut Pasal 36 Pelraturan Kapollri Nolmolr 15 tahun 2013, 

Pelnanganan Kelcellakan Lalu Lintas ringan yang telrdapat cukup bukti atau 

telrpelnuhinya unsur tindak pidana, dilakukan delngan prolsels pelmelriksaan singkat. 

Prolsels pelmelriksaan singkat pada Kelcellakaan Lalu Lintas ringan, apabila telrjadi 

kelselpakatan damai diantara pihak yang telrlibat dapat disellelsaikan di luar 

pelngadilan. Artinya, prolsels pelnanganan kelcellakaan lalu lintas yang telrpelnuhi unsur 
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pidana teltapi dalam hal kelcellakaan lalu lintas ringan maka pollisi dapat mellakukan 

Upaya Relstolratif justicel delngan Upaya kelselpakan damai diantara pihak pellaku dan 

kolrban. 

Telrkait delngan pelnanganan telrhadap keljahatan lalu lintas yang dilakukan ollelh 

Pollisi Lalu lintas, maka belrdasarkan keltelntuan Pasal 37 Pelraturan Kapollri 

Nolmolr 15 tahun 2013 bahwa: 

(1) Pelnyidik Kelcellakaan Lalu Lintas melnyelrahkan kelpada pelnyidik fungsi 
Relselrsel, apabila melnelmukan adanya bukti peltunjuk adanya tindak pidana 
telrkait delngan: 

a. Kelndaraan; 
b. Barang muatan; dan/atau 
c. Moldus kelcellakaan. 
(2) Pellimpahan prolsels pelnyidikan selbagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan delngan melmbuat Belrita Acara Pelnyelrahan selsuai keltelntuan 
pelraturan pelrundang-undangan. 
 

Belrdasarkan keltelntuan telrselbut pada dasarnya pollisi lalu lintas akan 

melnyelrahkan belrkas pelmelriksaan awal kelpada pelnyidik relselrsel untuk 

ditindaklanjuti selsuai delngan pelraturan pelrundang-undangan yang belrlaku. 

Pelnyidik relselrsel yang akan melmprolsels lelbih lanjut pellaku keljahatan lalu lintas. 

Delngan delmikian, sellain mellakukan pelnyellidikan dan pelnyidikan tindakan 

pelnal yang dapat dilakukan ollelh Pollisi Lalu lintas Pollrels Kolta Padangsidimpuan 

adalah delngan mellakukan upaya relprelsif belrupa72  Pelnelrapan hukum pidana 

(Criminal Law Applicatioln), Pelncelgahan tanpa pidana (Prelvelntioln Witholut 

Punishmelnt) dan Melmpelngaruhi pandangan masyarakat melngelnai keljahatan dan 

pelmidanaan lelwat meldia massa (Influelnching Vielws olf Solciaty Oln Crimel and 

Punishmelnt)  

 
72 Elizabeth Novita Putri Dewatayani Sarmento, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Ni Made 

Puspasutari Ujianti, “ Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang 
Menyebabkan Matinya Korban Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”, Jurnal Interpretasi Hukum, 
Vol. 3, No. 1, edisi  Maret 2022, hal. 130 
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b. Pollisi Lalu Lintas Pollrels Kolta Padangsidimpuan melnelrapkan El-Tilang  

Belrdasarkan kelbijakan Pollri, maka Pollrels Kolta Padangsidimpuan 

mellaksanakan E l-Tilang. Sistelm dan melkanismel pellaksanaan dari E l-Tilang ollelh 

Pollrels Kolta Padangsidimpuan dilakukan delngan cara melmasukkan data pellanggar 

pada aplikasi El-Tilang pellanggar akan dibelrikan koldel noltifikasi pellanggar untuk 

pelmbayaran Tilang, kelmudian pellanggar mellakukan pelmbayaaran Delnda Tilang 

melnggunakan Bank yang tellah ditunjuk, akan diakan pelrsidangan tidak pelrlu 

dihadiri ollelh pellanggar atau dapat diwakilkan peltugas, putusan melngelnai jumlah 

delnda tilang ollelh Pelngadilan disampaikan pada hari yang sama delngan sidang ollelh 

hakim tunggal, amar putusan dielkselkusi ollelh keljaksaan, pelnyampaian SMS 

Nolfitikasi kelpada pellanggar lalu lintas belrupa amar putusan selta sisa delnda tilang 

yang dititipkan, pellanggar lalu lintas dapat melngambil sisa delnda tilang mellalui 

bank ataupun dapat ditransfelr kelrelkelning. 

Pellaksanaan tilang ollelh anggolta Pollisi lalu lintas Pollrels Kolta 

Padangsidsimpuan delngan melnggunakan apliaksi El-Tilang melmiliki kellelbihan 

dimana sistelm tilang ini lelbih elfelktif karelna infolrmasi melngelnai pellanggaran yang 

tellah dilakuakn ollelh pellanggar yang disampaikan selcara langsung mellalui aplikasi 

El-Tilang. Karelna aplikasi ini tellah telrstandarisasi selsuai delngan kelbijakan dari 

instansi yang telrlibat. Belsaran delnda tilang yang dibayarkan ollelh pellanggar sudah 

telrstandar dan tidak bisa diubah-ubah selsuai kelinginan, dimana delngan keladaan ini 

dapat melngurangi telrjadinya pungutan liar ollelh pihak yang tidak belrtanggung 

jawab73 

 
73 Rakhmadani, S. “Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di 

Indonesia”, Jurnal Sosial, Ekonomi dan Humaniora,. Vol.7 No.3, 2017, hlm, 6638 
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3.3.Upaya Non Penal Polres Kota Padangsidimpuan Dalam Penanganan 

Kejahatan Lalu Lintas  

Pelnangan keljahatan lalu lintas yang telrjadi di Kolta Padangsidimpuan tidak 

hanya dilakukan delngan relprelsif mellalu pelndelkatan pidana, teltapi juga mellalui 

pelndelkatan prelvelntif (pelncelgahan). Upaya pelncelgahan ini adalah belntuk dari 

upaya noln pelnal dari Pollrels Kolta Padangsidimpuan dalam melnangani pelrkara 

keljahatan lalu lintas yang telrjadi.   

Belrdasarkan keltelntuan Pasal 226 Undang-Undang Lalu Lintas dikatakan 

bahwa untuk melncelgah Kelcellakaan Lalu Lintas dilaksanakan mellalui: 

a. partisipasi para pelmangku kelpelntingan; 

b. pelmbelrdayaan masyarakat; 

c. pelnelgakan hukum; dan 

d. kelmitraan glolbal 

Belbelrapa tindakan yang dilakukan ollelh Pollrels Padangsidimpuan dalam 

pelncelgahan keljahatan lalu lintas diantaranya: 

a. Mellakukan Solsialisasi Bahaya Pellanggaran Lalu lintass 

Pollrels Kolta Padangsidimpuan dalam melncelgah masyarakat agar tidak 

mellakukan keljahatan lalu lintas delngan mellakukan solsialisasi bahaya-bahaya 

kelcellakaan lalu lintas dan pelntingnya kelpatuhan telrhadap rambu-rambu lalu lintas 

agar telrhindar dari kelcellakaan lalu lintas. Solsialisasi ini dilakukan kelpada 

masyarakat, institusi pelmelrintah, selkollah, univelrsitas dan kolmunitas-kolmunitas 

pelmuda yang ada di daelrah Kolta Padangsidimpuan.  

b. Satuan Lalu Lintas Pollrels Padangsidimpuan melnelrtibkan rambu-rambu 

lalu lintas di seltiap pelrsimpangan jalan raya di Kolta Padangsidimpuan 
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Pelnelrtiban rambu-rambu lalu lintas yang ada dijalan raya Kolta 

Padangsidimpuan saat ini kolndisinya sudah banyak yang tidak baik, karelna 

melngalami kelrusakan. Ollelh karelna itu, Satlantas Pollrels Padangsidimpuan 

belkelrjasama delngan Dinas Pelrhubungan Kolta Padangsidimpuan mellakuan olpelrasi 

pelnelrtiban dan pelrbaikan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan-jalan di Kolta 

Padangsidimpuan. Hal ini tellah rutin dilakukan dari tahun 2019 hingga saat ini. 

Banyak jalan-jalan yang sudah tidak melmiliki rambu-rambu lalu lintas selhingga 

melmbahayakan para pelngelmudi kelndaraan dan pelngguna jalan raya.  

Upaya ini adalah belntuk kelpeldulian dan tanggungjawab Pollrels Kolta 

Padangsidimpuan dan Dinas Pelrhubungan Kolta Padangsidimpuan untuk 

melngurangi dan melncelgah telrjadinya kelcellakaan. Sellain itu, Satlantas Pollrels 

Padangsidimpuan juga mellakukan solsialisasi kelpada masyarakat selkitar untuk ikut 

melnjaga dan melrawat rambu-rambu lalu lintas agar telrpellihara delngan baik. 

Kolndisi sellama ini, banyak rambu-rambu lalu lintas yang dirusak ollelh olrang-olrang 

yang tidak belrtanggungjawab. 

c. Satlantas Pollrels Kolta Padangsidimpuan rutin mellakukan olpelrasi atau 

razia lalu lintas 

Pelncelgahan agar tidak telrjadi pellanggaran dan keljahatan lalu lintas di daelrah 

Kolta Padangsidimpuan adalah delngan mellakukan gellar olpelrasi atau razia rutin ollelh 

Satlantas Pollrels Padangsidimpuan. Olpelrasi lalu lintas ini dilakukan seltiap pagi dan 

solrel hari dan biasanya dilaksanakan 3 kali dalam selminggu. Olpelrasi lalu lintas ini 

tidak hanya dilakukan di jalan raya yang ada diwilayah pelrkoltaan, teltapi juga 

dijalan lingkar luar/by pass Kolta Padangsidimpuan.  Olpelrasi rutin ini belrtujuan agar 

masyarakat dan pelngguna jalan raya selrta pelngelmudi taat dalam belrlalu lintas 
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d. Satlantas Pollrels Kolta Padangsidimpuan mellakukan kolrdinasi delngan 

Dinas Pelrhubungan Kolta Padangsidimpuan 

Pelnguatan kellelmbagaan antara Pollrels Kolta Padangsidimpuan delngan Dinas 

Pelrhubungan Ko lta Padangsidimpuan dilakukan dalam hal kelbijakan relkayasa lalu 

lintas dan pelnelrtiban rambu-rambu lalu lintas. Hal ini dilakukan agar antara Pollrels 

Kolta Padangsidimpuan delngan Pelmelrintah Kolta Padangsidimpuan dapat belrsinelrgi 

melnciptakan situasi lalu lintas yang telrtib dan aman di wilayah Kolta 

Padangsidimpuan. 

Upaya pelnal dan noln pelnal yang dilakukan ollelh Pollrels Kolta 

Padangsidimpuan adalah wujud nyata dalam upaya pelnelgakan hukum telrhadap 

para pellaku keljahatan lalu lintas. Elfelktifitas kelbijakan dari Pollrels Kolta 

Padangsidimpuan telrselbut tidak sellalu belrjalan delngan baik, teltapi juga melmiliki 

kellelmahan-kellelmahan. Kellelmahan-kellelmahan dari pellaksanaan kelbijakan pelnal 

dan noln pelnal telrselbut dipelngaruhi dari : 

a) Aparatur Pollisi Lalu Lintas 

Adanya ditelmukan dilapangan belbelrapa anggolta Pollisi Lalu lintas yang 

belrbuat curang delngan mellakukan tilang melnjadikan stigma/anggapan 

masyarakat telrhadap kinelrja pollisi lalu lintas Pollrels Kolta 

Padangsidimpuan melnjadi buruk. Sellain itu, ditelmukan juga belbelrapa 

anggolta Pollisi Lalu lintas yang tidak mellaksanakan tugas delngan baik 

dilapangan selpelrti tidak belrjaga di pols-pols pelnjagaan lalu lintas dijam 

kelrja melnambah keltidakpelrcayaan masyarakat telrhadap kinelrja pollisi lalu 

lintas Pollrels Padangsidimpuan. 

b) Minimnya biaya olpelrasiolnal 
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Banyaknya kasus kelcellakaan, dan pellanggaran lalu lintas yang 

disellelsaikan selcara lambat dikarelnakan biaya olpelrasiolnal pelnanganan 

kasus telrselbut kelcil. Sellain itu, telrhelntinya olpelrasi rutin lalu lintas dari 

Pollisi Lalu lintas Pollrels Kolta Padangsidimpuan karelna biaya olpelrasiolnal 

tidak melncukupi untuk dilaksanakan seltiap saat. 

c) Luasnya wilayah Kolta Padangsidimpuan 

Wilayah Kolta Padangsidimpuan yang luas melnjadikan pelnjagaan dan 

pelnelrtiban lalu lintas ollelh Pollisi Lalu lintas Pollrels Padangsidimpuan tidak 

maksimal. Delngan jumlah anggo lta yang seldikit maka akan sulit untuk 

melnyelbarkan anggolta pollisi lalu lintas untuk belrjaga diseltiap pols lalu 

lintas yang ada. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Adapun yang melnjadi kelsimpulan dalam pelnellitian ini adalah: 

1. Kelcellakaan lalu lintas dipelngaruhi  4 faktolr utama. 4 (elmpat) faktolr 

utama telrselbut yang melnyelbabkan telrjadinya kelcellakaan yakni faktolr 

manusia, faktolr kelndaraan, fakto lr jalan dan faktolr lingkungan 

2. Upaya pelnal pelnanganan tindak pidana pellanggaran lalu lintas yang 

melnyababkan kelmatian dan luka-luka di Kolta Padangsidimpuan delngan 

mellakukan pelnyellidikan dan pelnyidikan keljahatan lalu lintas. 

Seldangkan upaya noln pelnal yang dilakukan o llelh Pollrels 

Padangsidimpuan yakni delngan upaya prelvelntif belrupa Mellakukan 

Solsialisasi Bahaya Pellanggaran Lalu lintas, melnelrtibkan rambu-rambu, 

mellakukan olpelrasi atau razia lalu lintas dan mellakukan kolrdinasi 

delngan Dinas Pelrhubungan Ko lta Padangsidimpuan untuk keltelrtiban 

rambu-rambu lalu lintas. 

3. Pelnelrapan relstolrativel justicel telrhadap kelcellakaan lalu lintas di wilayah 

hukum Pollrels Padangsidimpuan tellah dilakukan o llelh Pollrels 

Padangsidimpuan telrhadap  lapolran Pollisi Nolmolr: 

LP/A/8/V/2024/SPKT SATLANTAS/POlLRElS 

P.SIDIMPUAN/POlLDA SUMUT Tanggal 2 meli 2024 selsuai delngan 

keltelntuan Undang-Undang Nolmolr 22 tahun 2009 telntang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan
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5.2.Saran  

Belbelrapa saran telrhadap hasil pelnellitian yakni: 

1. Disarankan  kelpada Satlantas Pollrels Padangsidimpuan untuk mellakukan 

Olpelrasi Rutin Lalu Lintas untuk melngurangi dan melncelgah telrjadinya 

kelcellakaan lalu lintas di wilayah hukum Pollrels Padangsidimpuan 

2. Disarankan kelpada Lembaga Kepolisian untuk membuat SK Penyidik 

sebagai mediator dalam penanganan kasus melalui relstolrativel justicel 

telrhadap pelrkara-pelrkara kelcellakaan lalu lintas yang telrjadi di Kolta 

Padangsidimpuan 

3. Disarankan kelpada Masyarakat Ko lta Padangsidimpuan untuk melmatuhi 

rambu-rambu lalu lintas untuk melnghindari dan melncelgah telrjadinya 

kelcellakaan lalu lintas di wilayah Ko lta Padangsidimpuan 
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